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ABSTRAK

Nurlaelah, 2018, SKRIPSI. Judul: “Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan
Keuangan Dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kota
Batu”

Pembimbing : Sri Andriani SE., M.Si

Kata Kunci  : Tingkat Pengungkapan, Laporan Keuangan, Kinerja.

Laporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan komponen
penting dalam menciptakan suatu akuntabilitas sektor publik. Pengungkapan
(disclosure) memiliki arti tidak menutupi dan tidak menyembunyikan. Apabila
dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan
keuangan harus memberi informasi dan penjelasan yang cukup mengenai
hasil aktivitas suatu unit organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010
mendefinisikan bahwa kinerja sebagai prestasi kerja berupa keluaran dari suatu
kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang dapat
diukur. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk mengukur kinerja Pemerintah
Kota Batu dilihat dari tingkat pengungkapan laporan keuangan, dimana
Pemerintah Kota Batu memiliki opini wajar tanpa pengecualian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif
dengan menggunakan analisis studi kasus berdasarkan tiga pengukuran, yakni
tingkat pengungkapan, analisis varians, dan analisis rasio keuangan. Adapun
objek dalam penelitian ini merupakan Badan Keuangan Daerah Pemerintah
Daerah Kota Batu. Serta subjek peneltian adalah Tingkat Pengungkapan Laporan
Keuangan dalam Pengukuran Kinerja. selanjutnya data dikumpulkan melalui
kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan analisis data melalui
tiga tahap yakni pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan
keuangan Kota Batu secara garis besar baik, sesuai dengan standar akuntansi. Hal
ini dapat dilihat bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota
Batu menyajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010
tentang standar akuntansi Pemerintah, akan tetapi jika dilihat dari analisis varians
pendapatan terjadi selisih negatif, sehingga kurangnya optimal dalam menggali
dan memungut potensi pendapatan Daerah yang ada. Dan jika dilihat dari varians
belanja, Pemerintah Kota Batu lebih memprioritaskan pada Belanja rutin daripada
belanja modal/investasi.
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ABSTRACT

Nurlaelah, 2018, SKRIPSI. Title: "Analysis of Financial Statement Disclosure in
Local Government Performance Measurement of Batu City"

Advisor : Sri Andriani SE., M.Si

Keywords : Disclosure Level, Financial Statement, Performance.

Financial statements in public sector organizations are an important
component of creating a public sector accountability. Disclosure has a meaning
not to cover and not hide. When associated with a financial statement, a
disclosure means that the financial statements should provide sufficient
information and explanation of the activity result of a business unit. Government
Regulation No. 90 of 2010 defines performance as an output of an activity or the
outcome of a program with quantifiable quantity and quality. The disclosure aims
to measure the performance of Batu City Government seen from the level of
financial statement disclosure, where Batu City Government has unqualified
opinion.

In this research use descriptive qualitative research method by using case
study analysis based on three measurement, namely disclosure level, variance
analysis, and financial ratio analysis. The object in this study is the Regional
Government Finance Agency of Batu City. And the subject of the study is the
Financial Statement Disclosure Level in Performance Measurement. then the data
is collected through observation, interview and documentation. By data analysis
through three stages namely data collection, data analysis and conclusion.

The result of the research indicates that the level of disclosure of financial
statements of Kota Batu in general is good, in accordance with accounting
standard. It can be seen that the level of disclosure of financial statements of Batu
City Government presents in accordance with Government Regulation number 71
of 2010 concerning Government accounting standard, but when viewed from the
analysis of income variance happened negative difference, so that the lack of
optimal in digging and collecting potential income of existing Area . And if seen
from the expenditure variance, Batu City Government prioritizes on routine
Shopping rather than capital expenditure / investment.

XV
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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang, sehingga semakin menguatnya
tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh suatu organisasi sektor publik
(seperti Pemerintah Pusat dan Daerah, unit-unit kerja Pemerintah, departemen dan
lembaga lembaga Negara), Tuntutan akuntabilitas sektor publik ini terkait
perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam
rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009). Terlebih adanya Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dimana pada
undang-undang ini mengemukakan bahwa badan publik memiliki kewajiban
untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada
dibawah kewenangannya. Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh lembaga
publik merupakan laporan keuangan publik yang berhak diperoleh oleh

masyarakat (Hasanah dan Achmad, 2017).

Laporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan komponen
penting dalam menciptakan suatu akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan
yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik
menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik agar memberikan
informasi kepada masyarakat, salah satunya adalah terkait informasi akuntansi
yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009). Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 28 menjelaskan tentang kerangka

konseptual akuntansi Pemerintah SAP berbasis akrual yang meliputi
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laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca,
laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas
laporan keuangan .

Menurut Afifah (2010) mengemukakan dalam bukunya bahwa informasi
laporan keuangan harus disajikan secara lengkap sesuai yang dibutuhkan oleh
pembaca informasi keuangan sektor publik. Informasi akuntansi yang dibutuhkan
oleh pengguna laporan keuangan baik itu Pemerintah ataupun masyarakat dapat
ditempatkan pada lembar muka (On the face) laporan keuangan atau catatan atas
laporan keuangan (CALK). Salah satu aspek penting dari Pemerintah Daerah
adalah masalah pengelolaan keuangan anggaran Daerah dan pengelolaan
keuangan Daerah yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu Daerah
tersebut (Mardiasmo, 2009).

Salah satu cara untuk menghindari masalah tentang pengelolaan keuangan
Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu mengungkapkan laporan keuangan yang
berakuntabilitas dan secara transparansi terhadap publik adalah dengan
melakukan pengungkapan secara benar. Pandangan secara konseptual
pengungkapan atau disclosure merupakan bagian yang sangat penting dari
pelaporan keuangan. Sedangkan secara teknis pengungkapan dalam proses
akuntansi merupakan langkah akhir dari kegiatan akuntansi yang berupa penyajian
laporan keuangan suatu organisasi. Evans (2003) dalam Suwardjono (2008)
menjelaskan pengungkapan atau disclosure sebagai berikut:

“Disclosure means supplying information in the financial statements them

selves, the notes to the statements, and the supplementary disclosure
associated with the statements. It does not extend to public or private
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statements by made managementor information provided outside the
financial statements.”

Tingkat pengungkapan laporan keuangan menyajikan suatu informasi yang
akan dilaporkan Pemerintah, praktik yang umum adalah menyediakan informasi
yang luas untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Prinsip dalam
hal tersebut yang sering disebut dengan pengungkapan penuh (full disclosure),
mengakui bahwa sifat dan jumlah informasi yang ada dalam laporan keuangan
Pemerintah mencerminkan serangkaian trade off penilaian. Trade off ini terjadi
antara kebutuhan dalam mengungkapkan dengan secara cukup terinci hal-hal yang
mempengaruhi keputusan pemakai, dengan dan kebutuhan untuk memadatkan
penyajian laporan keuangan agar informasi dapat dipahami oleh pengguna laporan
keuangan. Disamping itu, penyusunan laporan keuangan juga perlu

memperhitungkan biaya pembuatan laporan keuangan dan penggunaan dalam

laporan keuangan (Kieso, 2009).

Pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi sektor publik yang memiliki
tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut rakyat
membuat aturan umum yang harus dipenuhi oleh Pemerintah berupa konstitusi
atau undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya (Hasanah
dan Achmad, 2017). Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) dan (2)
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi,
Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Sistem sentralisasi menjadi suatu
sumber permasalahan yang hangat diperbincangkan pada era reformasi. Wacana
akan desentralisasi yang muncul, mengakibatkan berbagai sorotan tajam terhadap

kelemahan sistem sentralisasi.
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Pada saat itu ancaman akan disintegralisasi bangsa dirasakan menguat akibat
kurangnya perhatian kepada sebagian besar Daerah, sehingga desentralisasi
dengan penerapan otonomi Daerah dirasa menjadi jalan keluarnya. Dengan
adanya otonomi Daerah ini memberikan wewenang kepada kepala Daerah untuk
dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakan menjadi salah satu wujud
kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa otonomi
Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur,
mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Menurut Hasanah dan Achmad (2017)
menjelaskan bahwa munculnya otonomi Daerah bersyarat akan kewajiban
Pemerintah sebagai pengemban amanah sebagai penyedia layanan kepada
masyarakat, untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Dimana masyarakat akan

menilai Pemerintah dari kinerja mereka.

Kinerja merupakan hasil pelaksanaan suatu kegiatan, program serta kebijakan
secara kualitas dan kuantitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi
suatu organisaisi. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 mendefinisikan
bahwa kinerja sebagai prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil
dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang dapat diukur. Sedangkan
menurut Bastian (2010) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran suatu
organisasi mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program

dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi
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yang tertuang dalam rumusan skema strategi (strategi planning) suatu organisasi.
Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat
dicapai oleh suatu organisasi (Bastian, 2010). Kinerja sektor publik bersifat
multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang digunakan untuk
menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena
sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output,
maka ukuran financial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik.
Oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran kinerja non financial (Mardiasmo,
2009:122). Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh
aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Dan pengukuran tersebut tidak
semata-mata kepada input (masukan), tetapi lebih ditekankan kepada keluaran,

atau manfaat program tersebut.

Penilaian dan pengukuran mengenai Kinerja perlu dilakukan, guna menilai
atau mengevalusai hasil pencapaian suatu organisasi pada periode tertentu. Dari
pengukuran ini maka para organisatoris atau Pemerintah dapat melakukan
perbaikan mengenai kekurangannya yang dilakukan di periode sebelumnya.
Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk
membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat
ukur financial dan non-financial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan
sebagai alat pengendalian organisasi (Mardiasmo, 2009). Kinerja keuangan daerah
atau kemampuan Daerah merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan
untuk melihat kemampuan Daerah dalam menjalankan otonomi Daerah (Halim,

2007). Menurut Mardiasmo (2009) dengan otonomi terdapat dua aspek kinerja
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keuangan Daerah yang dituntut lebih baik dibandingkan dengan sebelum
otonomi Daerah. Terdapat dua aspek dalam reformasi pembiayaan. Aspek
pertama adalah bahwa Daerah diberi kewenangan dalam mengurus pembiayaan
daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli Daerah (PAD).
Aspek kedua yaitu disisi manajemen dalam pengeluaran Daerah harus sesuai
dengan asas otonomi Daerah bahwa pengelolaan Daerah harus lebih akuntabel
dan transparan menuntut Daerah agar lebih efisien dan efisiensi dalam

pengeluaran Daerah (Mardiasmo, 2009).

Penelitian mengenai metode pengukuran kinerja dan tingkat pengungkapan
pemerintah Daerah pada beberapa entitas tertentu sudah banyak dilakukan
berdasarkan penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan oleh beberapa peneliti semisal
metode pengukuran kinerja oleh Kusuma dan llat pada Pemerintah Kabupaten
Minasa Utara Tahun 2012-2014, Karlina dan Handayani pada Pemerintah Daerah
dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Surabaya, dan
pengukuran tingkat pengungkapan laporan keuangan oleh Medyanatul Studi
Empiris pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan
Kabupaten Lime Puluh Kota, Setyaningrum dan Febriyani, Girsang dan Yuyetta
pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010-2012. Namun,
penelitian ini akan berfokus pada tingkat pengungkapan laporan keuangan Daerah
dengan menggunakan metode  pendekatan cash toward accrual dengan
menggunakan indikator rasio total skor dalam pengukuran kinerja Pemerintah

Daerah Kota Batu.
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Kota Batu merupakan salah satu kota wisata yang ada di Provinsi Jawa Timur.
Dalam praktiknya laporan auditor yang muncul pada laporan keuangan
Pemerintah Kota Batu memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun
menurut Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu periode 2017 mengungkapkankan
bahwa meskipun hasilnya wajar tanpa pengecualian (WTP) perlu adanya tindak
lanjut dari catatan yang diberikan oleh BPK (Putri, 2017). Meskipun hasil opini
audit pemerintah kota batu mendapatkan wajar tanpa pengecualian tetapi untuk
penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi Jawa Timur
(LAKIP) yang dikeluarkan oleh kementerian pendayagunaan aparatur Negara dan
reformasi birokrasi (Kemen PAN-RB) mendapatkan nilai C dan paling rendah se
Jawa Timur. Hal ini karena tidak ada sinkronisasi antara rencana pembangunan
jangka menengah Daerah dengan rencana kerja pemerintah Daerah diantara
ketidaksinkronan ini seperti hasil yang dicapai tidak sesuai seperti yang
direncanakan (Aji, 2018). Sedangkan LAKIP adalah media pertanggung jawaban
yang berisi informasi capaian kinerja Instansi Pemerintahan yang dapat digunakan
sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan Kinerja Instansi
Pemerintah (Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara nomor 29 tahun
2010). Menurut Bayu Diktiarsa selaku sekretaris Malang Corruption Watch
(MCW) mengatakan bahwasannya laporan keuangan Kota Batu tidak
disampaikan secara terbuka kepada publik atau tidak transparansi. Menurut data
yang diperoleh dari Malang Corruption Watch (MCW) bahwasannya Pemerintah
Kota Batu mengalami kebocoran dalam penarikan anggaran pendapatan pajak

hiburan, sejak tahun 2012, piutang pajak hiburan Kota Batu selalu diatas 20
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miliar, akan tetapi hal tersebut tidak dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota Batu
untuk menargetkan pendapatan pajak hiburan Kota Batu. Sejak tahun 2012, target
pendapatan atas pajak hiburan selalu pada kisaran angka dibawah 15 miliar

(https://mcw-malang.org).

Berikut adalah diagram perbandingannya:

Gambar 1.1
Diagram Piutang Pajak

Rp30,000,000,000 7~

| Rp20,000,000,000 | i
Rp10,000,000,000 | | 1
i | ENE
Gy |@|8 | *aT-aua AR
|£‘¢’g*ghi£#"|§'—£'-
| \
|

Sumber: Data Olahan LHP BPK 2012-2017 Kota Batu

Melihat diagram diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung
Pemerintah Daerah Kota Batu mengalami kebocoran anggaran di sektor
penerimaan pendapatan pajak hiburan. Sudah seharusnya Pemerintah Kota Batu
mulai meningkatkan kinerja dalam peningkatan pemungutan tunggakan pajak
pengusaha hiburan di Pemerintah Daerah Kota Batu, mengingat banyaknya alih
fungsi lahan pertanian menjadi tempat wisata dan hotel yang tentunya secara
tidak langsung juga menyebabkan kerugian sosial dan lingkungan bagi

masyarakat di Kota Batu.
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Berdasarkan pemaparan diatas kondisi kota Batu dengan opini auditor wajar
tanpa pengecualian, laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Provinsi
Jawa Timur mendapatkan niai C dan kurangnya kinerja dalam pendapatan atas
pajak hiburan tersebut peneliti mengambil penelitian dengan judul: “Analisis
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Pengukuran Kinerja

Pemerintah Daerah Kota Batu.”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan

masalah adalah “Bagaimana analisis tingkat pengungkapan laporan keuangan
dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu?”’.
1.3 Tujuan dan Manfaat Peneliti
1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pengungkapan
laporan keuangan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu.
1.3.2 Manfaat Penelitian
1.3.2.1 Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memperkaya
wawasan konsep keuangan Pemerintah Daerah, dan teori-teori ilmu pengetahuan
Akuntansi dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan Daearah. Selain itu
hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah lainnya yang
akan mengambil keputusan baik dalam pendapatan, pengelolaan, atau penyajian

laporan keuangan yang lebih berkualitas.
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1.3.2.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber
pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian
selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan tingkat pengungkapan
keuangan dalam pengukuran Kinerja serta dapat dijadikan referensi dalam

pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian.
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BAB |1
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No Nama, Tahun, Variabel dan | Metode/Anali

Hasil Penelitian

Judul Penelitian | Indikator atau sis Data
Fokus
penelitian
1. | Heri Atapson V | Variabel Kuantitatif Variabel  yang  diuji
Girsang dan | Dependen menunjukan tidak adanya

Etna Nur Afri | 1.Tingkat
Yuyetta (2015) | pengungkapan
Analisis Faktor- | wajib laporan

Faktor yang | keuangan
Mempengaruhi | pemerintah
Tingkat Daerah
Pengungkapan

Laporan Variabel
Keuangan Independen
Pemerintah 1.Proksi total
Daerah  (Studi asset

pada LKPD

Kabupaten/Kota

Provinsi  Jawa
Tengah  2010-
2012

pengaruh yang
signifikan, atau dengan
kata lain variabel ukuran
Pemerintah Daerah, rasio
kemandirian  keuangan

Pemerintah Daerah,
tingkat  ketergantungan
kepada pemerintah
Daerah terhadap
pemerintah pusat,
diferensiasi  fungsional
Pemerintah Daerah,
pembiayaan utang

Pemerintah Daerah, dan
umur Pemerintah Daerah
tidak berpengaruh
terhadap tingkat
pengungkapan LKPD
Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah
periode 2010-2012

11
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Hasil Penetilitan Terdahulu (Lanjutan)

No Nama, Tahun, Variabel Metode/Anal Hasil Penelitian
Judul Penelitian dan isis Data
Indikator
atau Fokus
penelitian
2. | Annafi Indra Tama | Menggunak | Kuantitatif Terdapat perbedaan
(2015) Analisis | an Variabel Kinerja keuangan
Kinerja Keuangan | paired Daerah pada tingkat
Pemerintah Daerah | samples T kemandirian keuangan,
Melalui  Analisis | 1ogt tingkat ketergantungan,
Rasio Keungan tingkat kontribus pajak
APBD Daerah, dan UU 28
Kabupaten/Kota di tahun 2009 membrikan
Indonesia Sebelum perubahan pada kinera
dan Sesudah keuangan Pemerintah
Penerapan Undang-
Undang Nomor 28
tahun 2009
3. | Wahidah Niken | Varians Kuanitatif Kinerja  Pemerintahan
Kusumadewi, dan | Anggaran Deskriptif dalam mengelola
Ventje llat (2016) | Pendapatan, pendapatan  dikatakan
Analisis  Kinerja | Rasio baik, dibuktikan dari
Keuangan  pada | Pertumbuha hasil varians
Pemerintahan n pendapatan yang
menunjukan pemerintah
Kabupaten Pendapatan, .
i . Daerah  merealisasikan
Minahasa Utara | dan  Rasio pendapatannya
Tahun 2012-2014 Keuangan melebihi  dari  yang
dianggarkan.  Kinerja
Pemerintah dalam
mengelola anggaran
belanja dikatakan baik
dilihat  tidak adanya

realisasi belanja yang
melebihi dari PAD, dan
perlu  mengoptimalkan
kinerja belanja untuk
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
dan pertumbuhan fisik
Daerah.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Hasil Penetilitan Terdahulu (Lanjutan)

Tabel 2.1

13

No | Nama, Tahun, | Variabel dan | Metode/Analisis Hasil Penelitian
Judul Indikator atau Data
Penelitian Fokus
penelitian
4. | Medyanatul Compliance Kualitatif Hasil
(2017), Indexs (Indeks penelitian
Analisis Kepatuhan) ini:
Tingkat 1. Secara
Pengungkapan gmun
Laporan tingkat
Keuangan pengungkapan
. iy informasi dalam
(Studi Empiris laporan
pada keuangan
Pemerintah Kabupaten
Kabupaten Tanah  Datar,

Tanah Datar,
Kota Padang
Panjang dan

Kabupaten
Lime  Puluh
Kota)

Kota Padang
Panjang, dan
Kabupaten Lima
Puluh Kota
tergolong
pengungkapan
yang cukup luas

. Dalam

penyajian
laporan
keuangan
pemerintah
daerah,
daerah
mempunyai
keunggulan dan
kelemahan
masing-masing.

setiap
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Hasil Penetilitan Terdahulu (Lanjutan)

Tabel 2.1

14

No | Nama, Tahun, Variabel dan Metode/Ana Hasil Penelitian
Judul Indikator atau lisis Data
Penelitian Fokus penelitian
5. | Anis Karlina | Kinerja Kuantitatif | Hasil penelitian
dan Nur | Pemerintah Deskriptif | menunjukan bahwa:
Handayani dengan 1. Kinerja  Keuangan
(2017), menggunakan Pemerintah Daerah
Analisis rasio Keuangan dalam  Pengelolaan
Kinerja APBD £\nggaran
Keuangan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kota Surabaya
secara umum
Daerah Dalam dikatakan  Kurang
Pengelolaan baik dalam varians
APBD  Kota pendapatan.
Surabaya 2. Kinerja keuangan
Tahun 2012- Pemerintah Daerah
2015 dalam pengelolaan

anggaran  belanja
Daerah Kota
Surabaya secara
umum  dikatakan
baik, dikarenakan
belanja operasional
lebih tinggi
daripada  belanja
pembangunan.
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Hasil Penetilitan Terdahulu (Lanjutan)

No | Nama, Tahun, | Variabel dan | Metode/Analisis Hasil Penelitian
Judul Indikator atau Data
Penelitian Fokus
penelitian

6. | Henny Variabel Kuantitatif Hasil penelitian
Agnecia Dependen menunjukan bahwa:
Uliarta tingkat 1. Ukuran Oemerintah
Simbolon dan | pengungkapan Daerah berpengaruh
Christophorus | Laporan positif terhadap
Heni Keuangan tingkat
Kurniawa pengungkapan

! 2. Ukuran legislative,
(2018), Variabel kekayaan
Pengaruh independen Pemerintah Daerah,
Karakteristik | karakteristik Intergovermental
Pemerintah Pemerintah revenue, Difrensiasi
Daerah Daerah fungsional,
Terhadap Spesialisasi
Tingkat pekerjaan, dan
Pengungkapan Rasio Kemandirian
Laporan tidak  berpengarus
Keuangan di terhadap tingkat
Seluruh pengungkapan
T laporan keuangan di
rovinsi L
indonesia Seluruh_ Provinsi
Indonesia

Penelitian diatas sebagian besar menjelaskan tentang kinerja Pemerintah

Daerah, selain itu juga membahas tentang tingkat pengungkapan laporan

keuangan Pemerintah Daerah. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu terkait dengan Kkinerja Pemerintah Daerah serta tingkat

pengungkapan laporan keuangan sebagai pembeda dan persamaan bagi peneliti

adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian
No | Nama Peneliti | Judul Penelitian Perbedaan Persamaan
1. | Heri Atapson V | Analisis Faktor- | 1. Metode 1. Menggunakan
Girsang dan | Faktor yang penelitian rasio
Etna Nur Afri | Mempengaruhi menggunakan Kemandirian
Yuyetta (2015) | Tingkat penelitian 2. Sama-sama
Pengungkapan kualitatif membahas
Laporan 2. Menggunakan mengenai PP
Keuangan metode 70 tahun 2010
Pemerintah varians
Daerah  (Studi pendapatan
pada LKPD dan varians
Kabupaten/Kota pengeluaran
Provinsi  Jawa
Tengah  2010-
2012
2. | Annafi Indra | Analisis Kinerja | 1. Mengguakan 1. Sama-sama
Tama (2015) Keuangan penelitian menggunakan
Pemerintah kualitatif rasio
Daerah Melalui | 2. Menggunakan keuangan
Analisis Rasio PP 71 tahun Daerah
Keungan APBD 2010
Kabupaten/Kota
di Indonesia

Sebelum dan
Sesudah
Penerapan
Undang-Undang
Nomor 28 tahun
2009
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Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)

17

No | Nama Peneliti | Judul Penelitian Perbedaan Persamaan

3. | Wahidah Niken | Analisis Kinerja | 3. Metode 2. Sama-sama
Kusumadewi, Keuangan pada penelitian menggunakan
dan Ventje llat | Pemerintahan menggunakan metode
(2016) Kabupaten penelitian varians

Minahasa Utara kualitatif pendapatan

Tahun  2012- | 4. Menggunakan dan  varians

2014 metode pengeluaran
compliance 3. Menggunakan
indexs (indeks rasio
kepatuhan) keuangan

4. | Medyanatul Analisis 1. Menggunakan | 1. Menggunakan
(2017) Tingkat metode metode indeks

Pengungkapan varians kepatuhan
Laporan pendapatan 2. Sama-sama
Keuangan dan  varians menggunakan
(Studi  Empiris pengeluaran PP 71 Tahun
pada 2. Menggunakan 2010
Pemerintah rasio

Kabupaten keuangan

Tanah  Datar, Daerah

Kota  Padang

Panjang dan

Kabupaten

Lime Puluh

Kota)

5. | Anis Karlina dan | Analisis Kinerja | 1. Metode 1. Sama-sama
Nur Handayani | Keuangan penelitian menggunakan
(2017), Pemerintah menggunakan rasio

Daerah Dalam penelitian keuangan
Pengelolaan kualitatif
APBD Kota | 2. Menggunakan
Surabaya Tahun metode
2012-2015 varians
pendapatan

dan  varians
pengeluaran
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Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian (Lanjutan)
No | Nama Peneliti Judul Perbedaan Persamaan
Penelitian
6. | Henny Agnecia | Pengaruh Metode 1. Menggunakan
Uliarta Simbolon | Karakteristik penelitian rasio
dan Pemerintah menggunakan kemandirian
Christophorus Daerah kualitatif
Heni Kurniawa | Terhadap Menggunakan
(2018) Tingkat varians
Pengungkapan pendapatan
Laporan dan  varians
Keuangan di pengeluaran
Seluruh
Provinsi
Indonesia

Penelitian terdahulu hanya melakukan pengukuran terhadap akun-akun
laporan keuangan melalui pengukuran analisis rasio keuangan saja, sedangkan
untuk penelitian ini lebih memaparkan terkait dengan tingkat pengungkapan
laporan keuangan menggunakan varians pendapatan, rasio keuangan, dan metode
pendekatan cash toward accrual dengan menggunakan indikator rasio total skor
sebagai suatu upaya efisiensi pengukuran kinerja.

2.2 Kajian Teoritis
2.2.1 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan
2.2.1.1 Pengertian pengungkapan laporan keuangan

Pengungkapan (disclosure) pada umumnya memiliki arti tidak ada yang
ditutupi atau tidak ada yang disembunyikan. Apabila pengungkapan (disclosure)
ini dikaitkan dengan laporan keuangan, maka disclosure mengandung arti
bahwa laporan keuangan harus memberi informasi kepada pihak-pihak yang
membutuhkan atau pihak-pihak yang terkait serta penjelasan yang cukup
mengenai hasil aktivitas suatu unit organisasi (Chariri dan Ghozali, 2007).

Terdapat dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang
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telah ditetapkan dalam standar, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure)
dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) (Chariri dan Ghozali, 2007).
Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure) dalam Pemerintahan di Indonesia,
baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, pengungkapan wajib
dalam laporan keuangan mengacu pada pengungkapan informasi dalam laporan
keuangan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa
pengungkapan lengkap (full disclosure) ialah laporan keuangan menyajikan
informasi secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan

menyajikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna.

Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat
ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas
laporan keuangan. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) merupakan
merupakan informasi yang disajikan tidak diwajibkan sesuai dengan peraturan
yang berlaku, tetapi diungkapkan dalam laporan keuangan oleh suatu entitas
karena dianggap relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Biasanya
disajikan dalam bentuk informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan.
Tingkat pengungkapan laporan keuangan menyajikan informasi suatu organisasi
yang akan dilaporkan, praktik yang umum adalah menyediakan informasi yang
mencukupi untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pemakai. Tingkat
pengungkapan laporan keuangan sektor publik adalah suatu konsep abstrak yang

tidak dapat diukur secara langsung sehingga penggunaan indeks pengungkapan
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dalam penelitian ini adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur
tingkat pengungkapan informasi yang telah disajikan oleh organisasi sektor publik

(Al Saeed 2006, dalam Ikhsan 2009).

2.2.1.1 Tujuan pengungkapan laporan keuangan

Secara umum tujuan pengungkapan adalah menyajikan suatu informasi
yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk
melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.
Definisi pengungkapan wajib dalam hubungannya dengan persyaratan yang
ditetapkan oleh standar adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh
standar akuntansi yang berlaku. Guna memenuhi transparansi dan akuntabilitas,
pemerintah dituntut untuk menyajikan dan mengungkapkan elemen akuntansi
LKPD sesuai dengan SAP. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai
kekuatan hukum (Bastian, 2005), sehingga kesesuaian pengungkapan dengan

standar akuntansi merepresentasikan kepatuhan terhadap SAP (Bastian, 2010).

Luasnya pengungkapan yang diperlukan Pemerintah vyaitu harus
meentukan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan
sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang
dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure) dan kebijakan-kebijakan akuntansi
yang dipraktikkan secara konsisten. Pemerintah dapat diharapkan memberikan

tambahan informasi untuk hal-hal berikut (Mardiasmo, 2009):

1. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan

laporan.
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2. Kebijakan menghapuskan / menghentikan aktivitas internal unit kerja pada

Laporan Aktivitas.

3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva — aktiva

tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya.

4. Deskripsi mengenai jenis — jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan
program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya — biaya tidak

langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam Laporan Aktivitas.

5. Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non —

operasi.

6. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail/lengkap dalam catatan
(notes) laporan keuangan mengenai aset moodal dan utang jangka panjang.
Aset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari
aset modal yang didepresiasi. Informasi mengenai kewajiban jangka
panjang, meliputi obligasi, utang wesel, pinjaman, utang leasing, tuntutan,

dan sebagainya.

2.2.1.2 Jenis-jenis pengungkapan
Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang

ditetapkan oleh standar dan regulasi, yaitu :
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1. Pengungkapan wajib (mandatory disclosure)

Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) adalah pengungkapan yang
diharuskan dalam laporan tahunan menurut peraturan Bapepam. Pengungkapan
wajib adalah pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi
yang berlaku. Di Indonesia peraturan mengenai pengungkapan informasi dalam
laporan tahunan dikeluarkan oleh Ketua BAPEPAM melalui keputusan nomor
17/PM/2002 atau VI1I1.G.7. Dalam praktik yang paling lazim digunakan adalah
pengungkapan yang cukup (Adequate Disclosure). Pengungkapan yang cukup
merupakan pengungkapan yang minimum yang disajikan sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

2. Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure)

Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) adalah pengungkapan yang tidak
diwajibkan oleh Bapepam, dengan kata lain pengungkapan yang melebihi dari
yang diwajibkan. Dalam pengungkapan sukarela, manajemen bebas untuk
memberi informasi akuntansi maupun informasi lainnya di luar standar
pengungkapan yang sudah ditetapkan. Pengungkapan sukarela berisi taksiran laba
yang akan dibagi oleh manajemen, penyajian kepada publik, pengungkapan relasi
investor, website, internet, press release, konfrensi pers, informasi sukarela dalam
laporan tahunan, juga semua informasi kebijakan keuangan perusahaan yang

dapat dipakai untuk berbagai tujuan.

Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) dibagi mejadi 5 kategori, yaitu :
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Data bisnis

Data bisnis yang berkaitan dengan operasional suatu perusahaan dan

pengukuran kinerja level atas.

. Analisis manajemen mengenai data bisnis

Analisis manajemen mengenai data bisnis meliputi suatu alasan pada
perubahan operasi suatu perusahaan serta mencantumkan data yang terkait

serta dampak trend bisnis pada suatu perusahaan.

Forward looking information

Forward looking information meliputi suatu peluang, resiko dan termasuk

rencana-rencana manajemen yang ada pada perusahaan.

Informasi mengenai manajemen dan shareholders

Informasi mengenai manajemen dan shareholders meliputi informasi
mengenai direktur, manajemen, dan pemegang saham yang ada pada

perusahaan.

Latar belakang perusahaan

Latar belakang perusahaan meliputi tujuan suatu perusahaan dan ruang

lingkup yang ada di perusahaan.
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2.2.1.3 Pengukuran tingkat pengungkapan

Tingkat pengungkapan laporan keuangan Daerah diukur dengan
membandingkan item-item yang diungkapkan dalam laporan keuangan
pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Metode yang digunakan untuk mengukur
tingkat pengungkapan menggunakan compliance Indexs (indeks kepatuhan).

Adapun elemen-elemen dalam indeks tersebut akan diukur sebagai berikut:

1. Neraca

Menurut PSAP no.01 neraca menyajikan sekurang-kurangnya mencakup pos-

pos berikut ini:

a) Kas dan setara kas

b) Investasi jangka pendek

c) Piutang pajak dan bukan pajak
d) Persediaan

e) Investasi jangka panjang

f) Aset tetap

g) Kewajiban jangka pendek

h) Kewajiban jangka panjang

i) Ekuitas
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2. Laporan realisasi anggaran

Menurut PSAP no.02 laporan realisasi anggaran sekurang kurangnya

mencakup pos-pos sebagai berikut:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)

Pendapatan-LRA
Belanja

Transfer
Surplus/deficit-LRA
Penerimaan pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto, dan

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

3. Laporan arus kas

Menurut PSAP no.03 laporan arus kas menyajikan informasi historis selama

satu periode akuntansi mengenai perubahan kas dan setara kas berdasarkan :

a)
b)
c)
d)

Aktivitas operasional
Investasi
Pendanaan

Transitoris

4. Catatan atas laporan keuangan

Menurut PSAP no.03 catatan atas laporan keuangan mengungkapkan laporan

keuangan yang tidak diungkapkan dilaporan keuangan lainnya, seperti:
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a) Informasi tentang entitas pelaporan dan akuntansi
b) Kebijakan fiscal dan ekonomi makro

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan

d) Kebijakan akuntansi

e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam pengukuran tingkat pengungkapan

laporan keuangan Pemerintah Daerah standar akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu:

a. Setiap item diberi skor 1 jika diungkapkan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah, dan diberi skor O jika tidak diungkapkan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah.

b. Skor yang diperoleh dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.

c. Perhitungan indeks tingkat pengungkapan laporan keuangan diukur dengan
rasio total skor yang diperoleh dengan skor maksimal yang dapat diperoleh.
Skor maksimal setiap blok berbeda sesuai penyesuaian yang telah dilakukan

pada masing-masing blok.

2.2.2 Laporan Keuangan

2.2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan gambaran dari posisi keuangan
dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik (Bastian,
2010). Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas
dan transparansi sektor publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor

publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah
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informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Menurut PP No. 71 tahun
2010 dalam laporan keuangan Pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun
Pemerintah Daerah terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan
pemerintah yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi
kualitas yang dikehendaki, yaitu :

a. Relevan

b. Andal

c. Dapat dibandingkan

d. Dapat dipahami

2.2.2.1 Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan berfungsi sebagai media informasi keuangan suatu
entitas bagi sejumlah pihak yang berkepentingan untuk mengambil sebuah
keputusan, memberikan informasi keuangan untuk menilai kinerja Pemerintah,
kesesuaiannya dengan pengaturan perundang-undang, kontrak yang telah
disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan (Mardiasmo, 2009).

Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah
menyediakan informasi yang relevan dalam setiap pengambilan keputusan dan
menunjukan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercaya dengan cara
(Bastian, 2010):

a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan
sumber daya keuangan.
b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
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c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan
entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta
komitmennya.

d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan
perubahan yang terjadi

e. Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi, dan

pencapaian tujuan.

Laporan Keuangan pemerintah dalam beberapa hal berbeda-beda dengan
laporan keuangan yang ada pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi
perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen yang ada dalam laporan
keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan.
Selain memiliki beberapa karakteristik laporan keuangan yang berbeda, kedua
sektor juga memiliki persamaan yaitu kedua-duanya membutuhkan standar
akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan
(Mardiasmo, 2009).
2.2.2.2 Standar Akuntansi
Standar akuntansi yang ada di Indonesia berkembang menjadi lima pilar yang
disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. Berikut adalh lima pilar
dalam standar akutansi keuangan di Indonesia :
1. Standar Akuntansi Keuangan-International Financial Report Standard (PSAK)
Standar Akuntansi Keuangan-International Financial Report Standard

(PSAK) adalah nama lain dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang
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diterapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAl) pada Tahun 2012 lalu. Standar
ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik,
yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar
modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun
perusahaan dana pensiun).

. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-
ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-
ETAP) digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan
dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.
ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang
meliputi tidak adanya laporan laba/rugi komprehensif, penilaian untuk aset
tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan
hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai
revaluasi atau nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak
tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan
pajak.

. PSAK-Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-
lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan
zakat, dan lain sebagainya. Pengembangan standar akuntansi ini dibuat
berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama

Indonesia).
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4. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk

digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan namun
menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunanya; dan.
ED SAK EMKM vyang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan
keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah.

. Standar akuntansi pemerintah (SAP)

Pada penelitian ini menggunakan standar akuntansi pemerintanh (SAP).
Standar akuntansi pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
nomor 71 tahun 2010 mengatur tentang standar akuntansi Pemerintah untuk
meningkatkan kualitas pertanggungjawaban Kkinerja Pemerintah. Perubahan
yang sangat nyata dari standar akuntansi Pemerintah sebelumnya yang diatur
oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 yaitu diwajibkannya
penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual basis) oleh Pemerintah,
termasuk Pemerintah Daerah. Dalam prosesnya, Pemerintah Indonesia tidak
dapat langsung melakukan penggantian dari sistem akuntansi berbasis kas ke
sistem akuntansi berbasis akrual (accrual basis), maka dalam Peraturan
Pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa
penerapan standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual dilaksanakan secara
bertahap dari penerapan standar akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju
akrual menjadi penerapan standar akuntansi berbasis akrual. SAP harus
digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah, baik
Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Berikut komponen laporan

keuangan dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 ini terdiri dari :
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1. Laporan Realilasi Anggaran (LRA)

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca

4. Laporan Operasional

5. Laporan Arus Kas (LAK)

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan finansial Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah terdiri
dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas,
dan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang merinci atau
menjelaskan lebih lanjut atas pos pos laporan pelaksanaan anggaran maupun
laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisah dari laporan
pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Daerah disusun berdasarkan standar akuntansi Pemerintah.

2.2.2.3 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Laporan Keuangan

Sektor Swasta

Sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi bisnis/swasta merupakan
entitas yang profit oriented, vyaitu organisasi yang mempunyai tujuan
menyediakan atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh
laba yang akan dinikmati oleh para pemilik atau anggota. Sumber pendanaannya
berasal dari investor, kreditur, dan para anggota. Sedangkan Pemerintah dan
organisasi non-profit memiliki tujuan dan layanan yang berbeda dari entitas

bisnis. Tujuan dari pemerintah dan organisasi non-profit adalah menyediakan
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layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar sumber
dana yang diperoleh Pemerintah dan organisasi non-profit berasal dari pajak,
donasi/sumbangan, hutang, laba perusahaan negara atau daerah dan sumber
lainnya. Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik
memiliki tujuan utama dalam organisasi Yyaitu untuk memberikan pelayanan
kepada publik seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, transportasi dan lain
sebagainya. Sedangkan pada sektor swasta  (entitas komersil/bisnis) tujuan

utamanya adalah memaksimumkan laba perusahaan.
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Tabel 2.3
Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Laporan Keuangan
Sektor Swasta

Perbedaan

Laporan Departemen Pemerintah

Laporang Keuangan Sektor Swasta

Fokus Finansial dan Politik

Fokus Finansial

Kinerja diukur secara finansial dan
non finansial

Sebagian besar kinerja diukur secara
finansial

Pertanggungjawaban kepada parlemen
dan masyarakat luas

Pertanggungjawaban kepada pemegang
saham dan kreditur

Berfokus pada bagian organisasi

Berfokus pada organisasi secara
keseluruhan

Melihat ke masa depan secara detail

Tidak dapat melihat masa depan secara
detail

Aturan pelaporan ditentukan oleh
departemen keuangan

Aturan pelaporan ditentukan oleh
undang-undang standar akuntansi, pasar
modal, dan praktik akuntansi

Laporan diperiksa oleh Treasury

Laporan Keuangan diperiksa oleh auditor
independen

Cash Accounting

Accrual Accounting

Persamaan

Dokumen-dokumen sumber

Berperan sebagai hubungan masyarakat (Public Relations)

Sumber : A. Likierman and A. Taylor, Government’s New Departemental Reports, CACA (1990)

dalam Henley, D. et al. (1992).

Berdasarkan PP. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

pengguna laporan keuangan Pemerintah dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

a. Masyarakat

b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa

c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan

pinjaman
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d. Pemerintah

Sedangkan pengguna laporan keuangan sektor swasta menurut Martani, dkk

(2012) dibagi menjadi tujuh bagian, yaitu:

a. Investor
Menilai suatu entitas dan kemampuan suatu entitas membayar deviden
dimasa yang akan datang. Investor dapat memutuskan untuk membeli
atau menjual saham yang dimiliki oleh investor pada suatu entitas
tersebut.

b. Karyawan
Kemampuan memberikan balas jasa, memberikan manfaat, memberikan
pensiun kepada karyawan yang telah lanjut usia, dan memberikan
kesempatan kerja.

c. Pemberi jaminan
Kemampuan membayar utang dan membayar bunga yang akan
memengaruhi keputusan suatu entitas apakah entitas tersebut akan
memberikan pinjaman atau tidak.

d. Pemasok dan kreditur lain
Kemampuan suatu entitas dalam membayar liabititas pada saat jatuh
tempo, dan dalam pembagian deviden disetiap tahunnya.

e. Pelanggan
Kemampuan suatu entitas dalam menjamin kelangsungan hidupnya,

dalam kegiatan yang dilakukan oleh pelanggan
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f. Pemerintah
Menilai bagaimana alokasi sumber daya (sumber daya alam, sumber
daya manusia) yang ada dalam suatu entitas tersebut.

g. Masyarakat
Menilai sebuah tren dan perkembangan suatu entitas yang telah

dijalankan serta menilai kemakmuran suatu entitas tersebut.

2.2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran suatu organisasi mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan atau program dan kebijaksanaan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan skema
strategi (strategi planning) suatu organisasi (Bastian, 2010). Tahap setelah
operasionalisasi anggaran adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi
manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat
penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer
dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Mardiasmo, 2009).
Akuntabilitas dalam suatu organisasi bukan sekedar kemampuan menunjukkan
bahwa uang publik di belanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan
menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara
ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pusat
pertanggung jawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai

dasar untuk menilai kinerja.
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2.2.3.2 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Terdapat empat tujuan dalam sistem pengukuran kinerja keuangan Daerah

(Mardiasmo, 2009), yaitu:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down and bottom
up).

2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang
sehingga dapat ditelusur berkembangan pencapaian strateginya.

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah
dan bawah serta motivasi untuk mencapaigood congruence.

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual
dan kemampuan kolektif yang rasional.

2.2.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Terdapat delapan manfaat dalam pengukuran Kkinerja keuangan Daerah

(Mardiasmo, 2009), yaitu:

a. Mengarahkan dalam mencapai target Kinerja pemerintah yang telah
ditetapkan

b. Untuk memonitoring dan mengevaluasi pencapaian Kinerja pemerintah
dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan
pengendalian untuk memperbaiki kinerjanya.

c. Membantu memahami proses kegiatan yang ada di pemerintah.

d. Memberikan pemahaman tentang ukuran yang digunakan untuk menilai

Kinerja pemerintah.
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e. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward
and punishment)

f. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi

g. Memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dilakukan secara

obyektif

2.2.3.4 Pengukuran Kinerja

Penilaian laporan kinerja finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang
telah disusun atau yang telah dibuat oleh Pemerintah. Penilaian tersebut
dilakukan dengan menganalisis varians  (selisih atau perbedaan) antara Kinerja
aktual dengan anggaran yang dianggarkan (Mardiasmo, 2009). Analisis Varians
secara garis besar berfokus pada:
1) Varians Pendapatan (Revenue Varians)
Varians pendapatan adalah semua penerimaan Pemerintah Daerah dalam
bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2) Varians pengeluaran (expenditure variance)
(1) Varians belanja rutin
Anggaran belanja rutin adalah anggaran yang disediakan untuk
membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus
yang dimaksudkan untuk menjaga kelemahan roda Pemerintahan dan
memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dibangun oleh

Pemerintah.
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(2) Varians belanja investasi/modal (recurrent expenditure variance)
Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya
cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau
kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin
untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

3) Rasio pengukuran kinerja keuangan

Menurut Harahap (2004) rasio keuangan adalah rasio yang diperoleh dari
hasil nominal perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos

lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).

Dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah yang transparan, jujur,
demokratis, efektif, efisien, dan akuntabilitas, analisis rasio terhadap APBD
perlu dilaksanakan.  Menurut Halim (2007) dan Direktorat Pengelolaan
Keuangan Daerah (Departemen Keuangan RI, 2006) mengemukakan
beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang

bersumber dari APBD antara lain:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)
Kemandirian keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan
kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri Kkegiatan
yang ada di Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada
masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber
pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007). Rasio ini dapat

dihitung menggunakan rumus:
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Pendapatan Asli Daerah

Rasio Kemandirian = - —
Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman

Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber
dana eksternal dan tingkat patisipasi masyarakat dalam pembangunan
Pemerintah Daerah itu sendiri. Semakin tinggi rasio kemandirian
berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak
dan retribusi kepada Daerah yang merupakan komponen utama
pendapatan asli Daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah
dalam merealisasikan pendapatan asli Daerah (PAD) vyang
direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil yang ada di Daerah (Halim, 2007).

Rasio Efektifitas
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

N Target Penerimaan PAD yang Diterapkan Berdasarkan Potensi Riil Daera

Kemampuan Daerah dalam menjalankan tugas dapat dikategorikan
efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 100%. Rasio
efektivitas perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai oleh
Pemerintah Daerah.  Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan
perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah
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Daerah. Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan
dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah

100 persen.

c. Rasio Aktivitas
Rasio ini  mengambarkan bagaimana pemerintah daerah
memprioritaskan dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara
optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk
belanja rutin berarti persentase belanja modal yang digunakan cenderung

semakin kecil. Rasio aktivitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

. ;i I Total Belanja Rutin
Rasio Belanja Rutin terhadap APBD =

Total Belanja Daerah

Total Belanja Modal
Total Belanja Daerah

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD =

d. Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah
Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya
yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan
diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber
pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi
potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Pertumbuhan PAD = A2t — (¢~ 1) 100%
ertumpnpunan = PADt—l X 0
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2.2.3.5 Integrasi Islam

Nabi Syu’aib memerintahkan kepada mereka agar menyempurnakan takaran dan
timbangan, dan melarang mereka melihat (mengurangi) takaran dan timbangan.
Seperti yang ditulis dalam Al-Qur’an Surat Asy-Syu’ara ayat 181-184 sebagai

berikut:

S0 1255 Y5 (182) sl qw\f 1955(181) 5l s 14555 5 501158
(184)338) AL ks 50 1855 (183) ke o581 3 1355 Y5 et

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang
yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah
kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di
muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah kepada Allah yang
telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu.

Seorang pemimpin harus menyampaikan amanat kepada masyarakat sesuai
dengan apa yang masyarakat inginkan, seperti yang ada dalam Al-Qur’an Surat

An-Nisa’ ayat 58

s b1 Of e JAdl 15482 OF L G 222%s 13g5 T ) 61 1538 OF 236
ot el O O)a gy 25

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
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2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang
akan dilakukan yaitu mengenai ‘“analisis tingkat pengungkapan laporan
keuangan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu”.

Kerangka berpikir dapat disajikan pada gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Badan Keuangan Daerah Kota Batu

¥

Laporan Keuangan Kota Batu

v

Pengukuran Tingkat Pengungkapan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah :

- Kepatuhan terhadap Peraturan
Pemerintah 71 tahun 2010

v

Kinerja Finansial Pemerintah Daerah

v

Kesimpulan
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Berikut uraian dari gambar 2.1 adalah penelitian ini menggunakan data
dari Badan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu, data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi
anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan periode 2016-2017.
Dari data laporan keuangan akan dilakukan pengukuran tingkat pengungkapan
laporan keuangan Kota Batu sesuai dengan kepatuhan terhadap Peraturan
Pemerintah 71 tahun 2010, Dimana hasil dari kepatuhan tersebut akan

berpengaruh pada kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu.
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
penelitian kualitatif adalah penelitian ini  bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan, dIll. Metode penelitian kualitatif ini sering
disebut “metode penelitian naturalistik” karena penelitiannya dilakukan pada
kondisi  yang sesungguhnya, sesuai yang terjadi pada lapangan (natural setting)
(Moleong, 2014). Dari pengertian tersebut, penulis masih mempersoalkan latar
ilmiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan
fenomena dan yang dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan
pemanfaatan.

Jenis pendekatan ini adalah studi kasus di Pemerintah Daerah Kota Batu,
karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan termasuk pendekatan
studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat analisis deskriptif.
Menurut Moleong (2014) Penelitian deskriptif adalah penelitian  yang
dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik dalam satu
variabel ataupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan
variabel lainnya (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan
variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan

dengan variabel dependen).
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Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai
tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam pengukuran kinerja Pemerintah
Daerah Kota Batu, kemudian diinterpretasikan menggunakan analisis data
kualitatif yang dimulai reduksi data (pemilihan, pengumpulan, pengelompokan
data), penyajian data (pengelolaan dan penyajian), dan penarikan kesimpulan
(memberikan kesimpulan atas hasil analisis data mengenai pengungkapan laporan
keuangan) sehingga pada akhirnya akan diketahui gambaran mengenai kinerja
Pemerintah Kota Batu.
3.2 Lokasi Penelitian
Lokasi dalam penelitian ini adalah dinas Pemerintah Daerah Kota Batu, yang
berlokasi di kantor bersama Pemerintah Kota Batu, Jalan Panglima Sudirman No.
507 Kota Batu.
3.3 Subyek Penelitian

Menurut Moleong (2014) Subjek penelitian atau informan adalah orang
yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar
belakang penelitian. Subyek penelitian atau responden pada penelitian ini
digunkan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu berdasarkan
pengungkapan laporan keuangan daerah Kota Batu. Subjek dalam penelitian ini

adalah karyawan yang terlibat dalam pembahasan tersebut.
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3.4 Data dan Jenis Data
1. Data Primer
Pengertian data primer menurut Moleong (2014) ialah data yang berasal dari
sumber asli atau utama. Jadi data primer harus dicari melalui narasumber atau
responden/informan. Data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan
tindakan yang dilakukan peneliti secara langsung kepada informan (subyek
penelitian). Data primer dikumpulkan melalui wawancara pada subjek yang akan
diteliti yaitu badan keuangan Daerah Kota Batu yang mengelola keuangan daerah
Kota Batu.
2. Data Sekunder
Sedangkan Data sekunder menurut Moleong (2014) merupakan sumber data
penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Sumber data sekunder
adalah dalam berupa catatan atau dokumentasi pemerintah, publikasi
pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. Data
sekunder yaitu data yang didapatkan dari laporan keuangan daerah Kota Batu.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan beberapa
cara, berikut uraianya :
1. Library Research (penelitian kepustakaan) Yaitu pengumpulan data-data
dari peraturan pemerintah 71 tahun 2010, buku jurnal tentang tingkat
pengungkapan laporan keuangan daerah dalam pengukuran Kinerja, buku

akuntansi sektor publik, dan akuntansi keuangan daerah.
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2. Field Research (penelitian lapangan) Yaitu penulis melakukan pengamatan
secara langsung ke objek yang dituju yaitu badan pengelola keuangan dan
aset daerah Kota Batu. Adapun cara yang dilakukan dalam peneltian ini
adalah :

a. Observasi (pengamatan) Penulis mengamati langsung ke badan
keuangan daerah Kota Batu untuk mengetahui kegiatan yang ada di
dinas Pemerintah Daerah tersebut.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan terkait penelitian dengan maksud
tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal
ini peneliti akan diadakan wawancara langsung dengan kepala sub
bidang pembinaan pengembangan kebijakan dan sistem akuntansi,
Kepala sub bidang pelaporan pendapatan dan pembiayaan, serta
Malang corruption watch (MCW)

c. Dokumentasi (mengumpulkan data)

Dokumentasi adalah mengumpulkan data penelitian dengan cara
mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi,
administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini
dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip

dari badan keuangan Daerah.
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3.6 Analisis Data

Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, penelitian akan menguraikan

beberapa langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data laporan keuangan Pemeritah Kota Batu seperti neraca,
laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
periode 2016-2017

2. Analisis tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu
Menganalisis laporan keuangan untuk mengolah data terkait tingkat
pengungkapan laporan keuangan kota Batu, dengan menggunakan compliance
indexs (indeks kepatuhan). Tingkat pengungkapan laporan keuangan Daerah
diukur dengan membandingkan item-item yang diungkapkan dalam laporan
keuangan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tingkat rincian akun yang
diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1) Neraca
Menurut PSAP no.01 neraca menyajikan sekurang-kurangnya mencakup
pos-pos berikut ini:
a) Kas dan setara kas
b) Investasi jangka pendek
c) Piutang pajak dan bukan pajak
d) Persediaan
e) Investasi jangka panjang

f) Aset tetap
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g) Kewajiban jangka pendek
h) Kewajiban jangka panjang
i) Ekuitas
2) Laporan realisasi anggaran
Menurut PSAP no.02 laporan realisasi anggaran sekurang kurangnya
mencakup pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LRA
b) Belanja
c) Transfer
d) Surplus/deficit-LRA
e) Penerimaan pembiayaan
f) Pengeluaran pembiayaan
g) Pembiayaan neto, dan
h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SIKPA)
3) Laporan arus kas
Menurut PSAP no.03 laporan arus kas menyajikan informasi historis
selama satu periode akuntansi mengenai perubahan kas dan setara kas
berdasarkan :
a) Aktivitas operasional
b) Investasi
c) Pendanaan

d) Transitoris
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4) Catatan atas laporan keuangan

Menurut PSAP no.03 catatan atas laporan keuangan mengungkapkan
laporan keuangan yang tidak diungkapkan dilaporan keuangan lainnya,
seperti:

a) Informasi tentang entitas pelaporan dan akuntansi

b) Kebijakan fiscal dan ekonomi makro

c) Ikhtisar pencapaian target keuangan

d) Kebijakan akuntansi

e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Adapun elemen-elemen dalam indeks tersebut akan diukur sebagai berikut:

a. Setiap item diberi skor 1 jika diungkapkan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah, dan diberi skor O jika tidak diungkapkan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah.

b. Skor yang diperoleh dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.

3. Dalam pengukuran kinerja dapat diukur menggunakan analisis varians dan
rasio, yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat dengan
realisasinya, diantaranya yaitu:

a) Varians Pendapatan (revenue varians)
b) Varians Pengeluaran (expenditure variance)
a. Varians belanja rutin

b. Varians belanja investasi/modal
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¢) Rasio Keuangan

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah

Rasio Kemandirian =
Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman

Rasio ini menggambarkan ketergantungan  daerah terhadap
sumber dana ekstern dan tingkat patisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti
semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak
dan retribusi Daerah yang merupakan komponen  utama
pendapatan asli  Daerah yang akan digunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Halim, 2007).

b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektifitas

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

- Target Penerimaan PAD yang Diterapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah

Biaya yang Dikeluarkan untuk memungut PAD

Rasio Efektifitas =
goio Efekeifitas Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah
dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
direncanakan  dibandingkan  dengan  target yang telah
ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah. Kemampuan daerah
dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang

dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin
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tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang
semakin baik (Halim, 2007).

c. Rasio Aktivitas

. . ) Total Belanja Rutin
Rasio Belanja Rutin terhadap APBD =

Total Belanja Daerah

Rasio Belania Rutin terhadap APBD Total Belanja Modal
g " Total Belanja Daerah

Rasio ini mengambarkan  bagaimana  pemerintah  Daerah
memprioritaskan dananya pada belanja rutin dan belanja modal
secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang
dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja modal
yang digunakan cenderung semakin kecil (Halim, 2007).
d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan
Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode
berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-
masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat
digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu
mendapatkan perhatian (Halim, 2007).

Pertumbuhan PAD = A2t — (¢~ 1) 100%
ertcumpnpunan = PADt—l X 0

4. Interpretasi dan kesimpulan atas pengolahan data untuk pengukuran

tingkat pengungkapan dan analisis kinerja pemerintah daerah

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



BAB IV
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data
4.1.1 Gambar Umum Objek Penelitian

Jawa Timur secara georgafis merupakan kota administratif salah satunya
adalah Jember, dan ditambah Kota administratif lagi yang sangat diandalkan
sebagai sentra wisata di Jawa Timur, yaitu Kota Batu. Kelahiran ini pada tanggal
6 Maret 1993 dengan Walikota pertamanya Drs. Chusnul Arifien Damuri.
Pelantikan dan peresmian itu dilakukan di kantor Pembantu Bupati Malang di
Batu yang terletak di pusat kota di Jalan Panglima Sudirman No. 98. Pelantikan
itu langsung dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini, hadir juga Bupati
Malang, Drs. Abdul Hamid Mahmud, para pejabat serta undangan lainnya.
Kelahiran berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 1993 tentang
Peningkatan Status Kecamatan Batu menjadi Kotatif Batu yang terdiri dari 3
kecamatan yaitu Kecamatan Batu (wilayah pusat), Kecamatan Bumiaji (wilayah

utara) dan Kecamatan Junrejo (wilayah selatan).

Saat itulah Batu sebagai klasifikasi kota yang sedang menyiapkan diri
untuk lebih meningkatkan prestasinya. Prestasi pertama yang diraih adalah adanya
Gerakan K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan) yang secara simbolis

dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 April 1993, lalu diciptakannya semboyan
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Batu beramal, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bersih

2. Elok

3. Rapi

4. Aman

5. Manusiawi

6. Agrowisata dan Industri

7. Lestari

Dalam bidang kebersihan Batu mampu meraih piala adipura sebanyak 4 kali
berturut-turut (mulai tahun 1993-1996) untuk klasifikasi sedang. Selain prestasi-
prestasi di atas, Kotatif Batu mulai membangun sarana dan prasarana yang
memadai khususnya bisa mendukung sektor kepariwisataan, perdagangan dan

industri. Sarana dan prasarana itu antara lain yaitu:

1. Sarana Transportasi
2. Sarana Perhubungan
3. Sarana Penerangan
4. Sarana Perbelanjaan
5. Sarana Kesehatan
6. Sarana Hiburan

7. Sarana Keamanan
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Selain prestasi, sarana dan prasarana di atas, Kotatif Batu juga biasa
dikunjungi sebagai tempat acara-acara penting daerah maupun Nasional, contoh :
biasa dibuat Konferensi Pers, bahkan pada saat MTQ ke-19 tingkat Jawa Timur,
Malang ditempati sebagai tuan rumahnya dan menunjuk Kota Batu yang akan
dijadikan tempat berlangsungnya MTQ tersebut. Hotel-hotel bertaraf internasional
banyak dibangun dan kesemuanya memilki fasilitas lengkap, seperti kamar
standard, royal suite, cottage, tennis court, kolam renang, ruang pertemuan,
squash court, bar, diskotek, kafe, kebun buah (apel, jeruk), kebun sayur serta

fasilitas lainnya.

Perkembangan Kotatif Batu sebagai sentra wisata Jawa Timur terus
meningkat hari demi hari, kota yang dulunya tidak selengkap kota lain, sekarang
hampir menyamai kota-kota lainnya. Karena perkembangan Batu cukup maju
maka banyak warga dari Kotatif Batu yang ingin status kotanya ditingkatkan,
organisasi-organisasi banyak didirikan untuk mendukung peningkatan status
Kotatif Batu, misalnya Kelompok Kerja (Pokja) Batu, kelompok kerja ini
berusaha bersama masyarakat Batu untuk meningkatkan status kotanya.
Dukungan-dukungan lainnya dari Bupati Malang, DPRD Il Malang, Gubernur
Jawa Timur dan organisasi masyarakat lainnya. Setelah hampir 8 tahun menjadi
Kota Administratif yang diperintah oleh 3 Walikota, yaitu Drs. Chusnul Arifien
Damuri, Drs. Gatot Bambang Santoso dan Drs. Imam Kabul, akhirnya Batu
ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Batu. Pemerintah Kota Batu
Tanggal 28 Mei 2001 proses peningkatan status Kota Administratif Batu menjadi

Pemerintah Kota mulai dilaksanakan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
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Tanggal 30 Juni 2001 UU No. 11 tentang Peningkatan Status Kota
Administratif Batu disahkan, setelah beberapa bulan kemudian yaitu pada tanggal
17 Oktober 2002 secara resmi Kotatif Batu ditingkatkan statusnya menjadi
Pemerintah Kota. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2002 Gubernur Jawa Timur
atas nama Menteri Otonomi Daerah melantik Drs. Imam Kabul sebagai Walikota
Batu. Esok harinya masyarakat Kota Batu menyambutnya dengan bersyukur pada
Allah SWT, mulai menyambut dengan acara syukuran tumpengan bersama,
pemasangan spanduk-spanduk yang membanjiri setiap jalan dan sudut Kota Batu.
Setelah Batu ditingkatkan statusnya dengan pejabat Walikotanya Drs. Imam
Kabul, Batu ingin meningkatkan lagi pembangunannya, baik pembangunan fisik
maupun non fisik. Sejak statusnya meningkat, Pemerintah Kota Batu bersama
masyarakat mulai menyiapkan diri bagaimana agar pamor dan citra kota dingin ini
tetap ada dan tetap dikenang banyak orang baik domestik maupun luar negeri.

Berikut kronologis Terbentuknya Pemerintah Kota Batu :

1. Pada tahun 1950 berdasarkan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Batu masih merupakan Kecamatan dalam
lingkungan wilayah Pemerintah Kabupaten Malang.

2. Pada tahun 1997 Kecamatan Batu sebagai Daerah Kota Administratif
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1997 tentang
Pembentukan Kota Administratif Kota Batu, dalam wilayah Kabupaten
Malang, yang meliputi wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan

Kecamatan Junrejo.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



57

Pada tahun 2001 Kota Administratif statusnya kemudian berubah menjadi
Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia
tanggal 21 Juni 2001, maka tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan
Kota Batu menjadi Daerah Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang
yang meliputi tiga Kecamatan (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan
Kecamatan Junrejo) terdiri dari 19 Desa serta Kelurahan.

. Pada hari Jum’at tanggal 30 Agustus 2002 diadakan pemilihan anggota
DPRD Kota Batu. Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 September
2002 DPRD Kaota Batu dilantik. Setelah DPRD Kota Batu terbentuk, maka
secara resmi dan sah Pemerintah Kota Batu telah memiliki Badan
Legislatif dan secara sah pula DPRD berhak dan mengadakan Pemilihan
Kepala Daerah.

Pada hari Senin tanggal 4 November 2002 diadakan Pemilihan Kepala
Daerah dan terpilih Drs. H. Imam Kabul M.Si yang berpasangan dengan
Drs. M. Khudhori sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batu yang
pertama.

Pada hari Senin tanggal 25 November 2002 dilaksanakan Pelantikan
Walikota dan Wakil Walikota Batu oleh Gubernur Imam Utomo.

Pada tanggal 26 Agustus 2007 Walikota Batu Drs. H. Imam Kabul M.Si.
meninggal dunia dan tanggal 20 September 2007 Drs. M. Khudhori yang
pada waktu itu sebagai Wakil Walikota Batu dilantik menjadi Walikota

Batu yang dilantik oleh Gubernur Jawa Timur.
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8. Tanggal 25 Nopember 2007 masa jabatan Walikota Batu berakhir dan
melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 2007
Nomor : 131.35-321 Tahun 2007 diangkat Mayjen TNI (Purn) IMAM
UTOMO S sebagai Penjabat Walikota Batu.

9. Pada tanggal 26 Nopember 2007 melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor : 131.422/65/011/2007 ditunjuk Sdr. Drs. SOERJANTO
SUBANDI, MM Kepala Badan Koordinasi Wilayah 11l Malang sebagai
Pelaksana Tugas Harian Walikota Batu.

10. Pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah tanggal 5 November 2007
pasangan calon Walikota Batu EDDY RUMPOKO dengan calon Wakil

Walikota Batu H.A. BUDIONO memperoleh suara terbanyak.

4.1.2 Aspek geografi dan demografi

Luasan wilayah Kota Batu adalah 19.908,72 hektar dan secara administrasi

terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Batu

Luas wilayah Kecamatan Batu : 4.545,81 hektar

Jumlah Desa/Kelurahan : 4 kelurahan dan 4 desa

Jumlah RW/RT : 96 RW dan 453 RT.
2. Kecamatan Junrejo

Luas wilayah Kecamatan Batu : 2.565,02 hektar

Jumlah Desa/Kelurahan : 1 kelurahan dan 6 desa

Jumlah RW/RT : 59 RW dan 240 RT.
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3. Kecamatan Bumiaji
Luas wilayah Kecamatan Batu : 12.797,89 hektar
Jumlah Desa/Kelurahan : 9 desa
Jumlah RW/RT : 82 RW dan 429 RT

Adapun batas administrasi wilayah Kota Batu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten
Pasuruan.

Sebelah Selatan : Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

Sebelah Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso dan Kecamatan

Dau, Kabupaten Malang.
4.1.3 Visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Batu
Visi Kota Batu
Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional
ditunjang oleh pendidikan yang baik dana berdaya saing ditopang sumber daya
alam, manusia, dan budaya yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintah yang
baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketagwaan kepada tuhan yag

maha esa.

Misi Kota Batu
1. Meningkatkan kualitas hidup antar umat beragama
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintah Kota Batu
3. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian

organic di Kota Batu
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Meningkatkan peran dari kota sentra pariwisata menjadi Kkota
kepariwisataan Internasional

Optimalisasi Pemerintah Daerah Kota Batu

Peningkatan kualitas pendidikan dan lembaga pendidikan Kota Batu
Peningkatan kualitas kesehatan

Pengembangan infrastruktur khususnya dalam perkantoran Pemerintah,
fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas

Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa, guna meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat

Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis
dan demokratis

Pemberdayaan masyarakat melalui UKM dan koperasi
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4.1.4 Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kota Batu

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Batu
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4.1.5 Job Description Dinas Pemerintah Daerah Kota Batu :

Setiap organisasi memiliki job description di setiap bagian, berikut adalah

Job description yang ada pada Dinas Pemerintah Kota Batu sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang
pendidikan serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang
kepemudaan

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan Pemerintah
Daerah Kota Batu bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa.

3. Dinas Pariwisata
Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang
pariwisata serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang kebudayaan

4. Dinas Komunikas dan Informasi
Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang
komunikasi dan informasi serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu
bidang statistik dan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang

persandian.
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Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang
penanaman modal dan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang
tenaga kerja.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang
perpustakaan serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang
kearsipan.

Dinas Kesehatan

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang
kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman seta urusan Pemerintah
Daerah Kota Batu bidang pertahanan.

Dinas Lingkungan Hidup

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang

lingkungan hidup.
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Perhubungan

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang
perhubungan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang koperasi,
usaha kecil dan menengah, serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu
bidang perindustrian dan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang
perdagangan.

Dinas Petanian

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang
pertanian serta urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang kelautan dan
perikanan.

Dinas Sosial

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang
sosial.

Dinas Ketahanan Pangan

Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang

pangan.
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17. Dinas Penanggulangan Kebakaran
Menyelenggaran urusan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam bidang
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub
urusan kebakaran.

18. Satuan Polisi Pamong Praja
Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Kota Batu bidang
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub

urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

4.1.6 Laporan keuangan

Laporan keuangan sektor publik merupakan gambaran dari posisi
keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik
(Bastian, 2010). Dalam Penelitian ini dibutuhkan empat laporan keuangan, yaitu
neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan. Berikut laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu:

1. Neraca Pemerintah Kota Batu

Neraca Pemerintah Kota Batu yang diperoleh peneliti dalam penelitian
yang dilakukan adalah neraca periode 31 Desember 2016 — 31 Desember 2017
yang disajikan secara penuh dalam lampiran 1 sedangkan ringkasannya

ditampilkan pada tabel berikut:
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Tabel. 4.1
Pemerintah Kota Batu
Neraca
Per 31 Desember 2016-31 Desember 2017
Uraian 2016 (Rp) 2017 (Rp)

Aset Lancar 116.089.421.564,69 181.133.000.133,82
Investasi Jangka Panjang 22.760.573.286 26.800.573.286,00
Aset Tetap 1.461.032.545.560,60 1.478.024.998.843,19
Dana Cadang 0 0
Aset Lainnya 51.573.924.279,21 45.970.541.214,36
Jumlah Aset 1.651.456.464.690,50 1.731.929.113.477,37
Kewajiban Jangka Pendek 937.773.805,33 10.121.216.932,66
Kewajiban Jangka Panjang 0 0
Jumlah Kewajiban 937.773.805,33 10.121.216.932,66
Ekuitas 1.650.520.690.885,16 1.721.807.896.544,71
Jumlah Kewajiban dan 1.651.456.464.690,50 1.731.929.113.477,37
Ekuitas

Sumber : Data diolah, Laporan secara detai ada pada lampiran 1

Berdasarkan table 4.1 dapat diketahui

bahwa aset yang dimiliki

Pemerintah Kota Batu meningkat, dari Rp 1.651.456.464.690,50 hingga Rp

1.731.929.113.477,37. Kewajiban jangka pendek yang ada pada Pemerintah Kota

Batu meningkat sangat tinggi sekali dari Rp 937.773.805,33 hingga Rp.

10.121.216.932,66, pada kewajiban jangka pendek tersebut terdapat pos

pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Dan

ekuitas Pemerintah Kota Batu meningkat, dari Rp. 1.650.520.690.885,16 hingga

1.721.807.896.544,71.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Batu yang diperoleh peneliti

dalam penelitian yang dilakukan adalah laporan realisasi anggaran periode 31

Desember 2016 — 31 Desember 2017 yang disajikan secara penuh dalam lampiran

2 sedangkan ringkasannya ditampilkan pada tabel berikut:
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Laporan Realisasi Anggaran
Per 31 Desember 2016-31 Desember 2017
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Uraian 2016 (Rp) 2017 (Rp)
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Pendapatan- | 826.995.638.282 | 803.450.046.047 | 859.991.508.077, | 849.443.727.270
LRA ,88 54 69 ,06
Belanja 859.790.122.051 | 780.506.520.832 | 876.795.937.467, | 728.420.680.465
,82 .98 49 ,85
Transfer 55.697.742.299, | 39.180.028.293 51.411.293.600 | 51.021.281.139
30
Surplus/ (88.492.226.068 | (16.236.503.078 | (68.215.722.989, | 70.001.765.665
(Devisit) ,24) ) 80)
Pembiayaan | 88.492.226.068, | 88.492.226.068, | 68.215.722.989, | 68.268.701.558,
netto 24 24 80 07
SILPA 0| 72.255.722.989, 0 | 138.270.467.223
80 ,28

Sumber : Data diolah, Laporan secara detai ada pada lampiran 2

Berdasarkan table 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan untuk tahun yang

berakhir sampai 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017 meningkat dari

Rp.803.450.046.047,54 hingga Rp. 849.443.727.270,06 yang terdiri

dari

pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang

sah. Untuk belanja Pemerintah Daerah Kota Batu mengalami penurunan, dari Rp.

780.506.520.832,98 hingga Rp.728.420.680.465,85 dikarenakan menurunnya

belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga. Surplus pada

Pemerintah Daerah Kota Batu pada 2016 Rp (16.236.503.078) dan pada tahun

2017 Rp 70.001.765.665. Pembiayaan netto pada Pemerintah Daerah Kota Batu

pada tahun 2016 Rp. 88.492.226.068,24 dan pada tahun 2017 sebesar Rp.

68.268.701.558,07, sehingga menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran pada

tahun 2016 sebesar Rp. 72.255.722.989,80 dan pada tahun 2017 sebesar Rp.

138.270.467.223,28.
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Laporan arus kas Pemerintah Kota Batu yang diperoleh peneliti dalam penelitian

yang dilakukan adalah laporan arus kas periode 31 Desember 2016 — 31

Desember 2017 yang disajikan secara penuh dalam lampiran 3 sedangkan

ringkasannya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Laporan Arus

Pemerintah Kota Batu
Per 31 Desember 2016-31 Desember 2017

Uraian 2016 2017
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Jumlah Arus Kas Masuk 803.450.046.047,54 | 849.443.727.270,06
Jumlah Arus Kas Keluar 645.317.840.798,98 | 636.859.020.664,85
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas 158.132.205.248,56 | 212.584.706.605,21
Operasi
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas (174.368.708.327) (142.582.940.940)
Investasi
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas (3.000.000.000) (4.040.000.000)
Pendanaan
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas - -
Transitoris
Kenaikan / (Penurunan) Bersih (19.236.503.078,44) 65.961.765.665,21
Kas Selama Periode
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di 72.308.701.558,07 90.559.053.068,24
Bendahara Pengeluaran & Kas
di Bendahara Penerimaan
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di 138.270.467.223,28 70.004.798.037,63
Bendahara Pengeluaran & Kas
di Bendahara Penerimaan
Saldo Akhir Kas di Bendahara - 2.250.924.952,17
Dana Kapitasi JKN
Saldo Akhir Kas di Bendahara - 1.070.592.314,53
Dana BOS 2016
Saldo Akhir Kas 73.326.315.304,33 | 138.270.467.223,28

Sumber : Data diolah, Laporan secara detai ada pada lampiran 3

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



69

Berdasarkan 4.3 jumlah arus bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp.
158.132.205.248,56 dan 212.584.706.605,21 arus bersih dari aktivitas Investasi
pada tahun 2016 sebesar (Rp.174.368.708.327) dan pada tahun 2017 sebesar
(Rp.142.582.940.940) arus bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016
sebesar (Rp.3.000.000.000) dan pada tahun 2017 sebesar (Rp.4.040.000.000),
sehingga pada tahun 2016 menghasilkan saldo akhir  sebesar
Rp.73.326.315.304,33 dan pada tahun 2017 menghasilkan saldo akhir sebesar Rp.

138.270.467.223,28.

Laporan keuangan pada Pemerintah Kota Batu sudah sesuai dengan
peraturan yang berlaku di Indoseia. Hal ini disampaikan oleh Dicky Hartawan
selaku kepala sub bidang pembinaan pengembangan kebijakan dan sistem
akuntansi dalam wawancara yang dilakukan pada hari kamis 26 April 2018 Pukul

14.11 WIB di Pemerintah Daerah Kota Batu:

“Untuk pencatatan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu sendiri
kurang lebih sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun
2010, karena memang pelaporan keuangan sektor publik harus sesuai
dengan peraturan tersebut, dan untuk transaksi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Batu telah menggunakan accrual basis disetiap
transaksinya.”

Sedangkan untuk transparansi laporan keuangan Pemerintah Kota
Batu itu sangat kurang. Hal tersebut disampaikan oleh Bayu Diktiarsa selaku
sekretaris Malang Corruption Watch (MCW) dalam wawancara yang dilakukan
pada hari Sabtu 28 April 2018 Pukul 11.36 WIB di kantor Malang Corruption

Watch (MCW):
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“Dalam transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota
Batu itu sangat kurang sekali, hingga laporan keuangan Pemerintah
Daerah Kota Baru yang ada di website Pemerintah Kota Baru yang
ada hanya sampai periode 2014, padahal sebagimana yang kita
ketahui bahwasannya laporan keuangan Pemerintah Daerah harus
transparansi agar masyarakat Kota Batu paham keuangan Kota Batu
itu digunakan untuk apa saja.”

Sebagaimana dikatakan oleh Mardiasmo (2009) bahwasannya
pembuatan laporan keuangan sektor publik adalah salah satu bentuk kebutuhan
dan harus transparansi untuk syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa
keterbukaan (opennes) atas aktivitas pengelolaan. Akan tetapi Pemerintah Daerah
Kota Batu mempunyai kebijakan sendiri dalam pengambilan laporang keuangan
Pemerintah Daerah Kota Batu. Hal ini disampaikan oleh Dewi Islamiati selaku
kepala sub bidang pelaporan pendapatan dan pembiayaan dalam wawancara yang
dilakukan pada Hari Senin 30 April 2018 Pukul 13.30 di Pemerintah Daerah Kota

Batu:

“Pemerintah Daerah Kota Batu memiliki kebijakan yang sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik dengan persyaratan mengajukan permohonan ijin
dalam pengambilan data Pemerintah Kota Batu baik itu laporan
keuangan ataupun informasi lainnya, pengajuan permohonan tersebut
dapat dilakukan dengan cara online ataupun offline dengan
melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).”

Sehingga dalam pengambilan informasi yang ada dalam Pemerintah
Daerah Kota Batu harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Batu
itu sendiri, terutama dalam pengambilan laporan keuangan Pemerintah Daerah
Kota Batu harus mengajukan permohonan secara offline agar mendapatkan

laporan keuangan Daerah yang terupdate.
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4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kota Batu

Dalam pengungkapan laporan keuangan Pemerintah disusun sesuai dengan
standar yang berlaku dan disajikan dengan basis akrual. Dalam tingkat
pengungkapan laporan keuangan daerah dapat diukur dengan membandingkan
item-item yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

1. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi atau entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan kewajiban menjadi
kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang dalam neraca.
Hasil indeks pengungkapan neraca pada tahun 2016 dan 2017 yang
seharusnya diungkapkan adalah 34 item yang terdiri dari aset (aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset
lainnya), kewajiban (kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka
panjang), dan ekuitas. Sedangkan total pengungkapan pada laporan
realisasi anggaran Pemerintah Kota Batu adalah 46 item, maka cara
perhitungan persentase pengungkapan neraca yaitu item yang harus
diungkapkan dibagi dengan total item yang diungkapkan pada neraca

Pemerintah Kota Batu, maka persentase pengungkapannya yaitu :
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Tabel 4.4
Neraca
Tahun Pengungkapan Total Hasil tingkat
Seharusnya Pengungkapan pengungkapan
(%)
2016 34 46 74
2017 34 46 74

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 persentase tingkat pengungkapan neraca pada
tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 74%, dengan demikian pengungkapan
neraca pada Pemerintah Kota Batu tidak menambahkan atau mengurangi
pos pos yang ada dalam neraca.

. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan
dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola
oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Hasil indeks
pengungkapan pada laporan realisasi anggaran pada tahun 2016 yang
seharusnya diungkapkan adalah 29 item sedangkan total pengungkapan
pada laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Batu
adalah 33 item, dan pada tahun 2017 item yang seharusnya diungkapkan
adalah 29 item sedangkan total pengungkapan pada laporan realisasi
anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Batu adalah 34 item, yang terdiri

dari pendapatan (pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer, transfer
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pemerintah pusat, dan transfer pemerintah provinsi), lain-lain pendapatan
yang sah, belanja (belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak
terduga), transfer, pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan), maka cara perhitungan persentase pengungkapan laporan
realisasi anggaran yaitu item yang harus diungkapkan dibagi dengan total
item yang diungkapkan pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota

Batu, maka persentase pengungkapannya yaitu:

Tabel 4.5
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun Pengungkapan Total Hasil tingkat
Seharusnya Pengungkapan pengungkapan
(%)
2016 29 33 88
2017 29 34 85

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.5 persentase tingkat pengungkapan laporan realisasi
anggaran pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 88% dan 85, dengan
demikian pengungkapan laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Kota
Batu menambahkan satu akun yang ada dalam laporan realisasi anggaran
yaitu terdapat akun dana alokasi khusus tambahan P3K2.
3. Arus Kas
Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan
informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas selama periode tertentu
yang diklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan
transitoris. Hasil indeks pengungkapan laporan arus kas pada tahun 2016

dan 2017 yang seharusnya diungkapkan adalah 34 item terdiri dari Arus
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kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari
aktivitas pendanaan dan arus kas dari aktivitas transitoris. Sedangkan
total pengungkapan pada laporan arus kas adalah 44 item, maka cara
perhitungan persentase pengungkapan laporan arus kas yaitu item yang
harus diungkapkan dibagi dengan total item yang diungkapkan pada
laporan arus kas Pemerintah Kota Batu. Maka persentase pengungkapan

arus kas Pemerintah Kota Batu yaitu :

Tabel 4.6
Laporan Arus Kas
Tahun Pengungkapan Total Hasil tingkat
Seharusnya Pengungkapan pengungkapan
(%)
2016 34 44 I
2017 34 44 7 4

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.6 persentase tingkat pengungkapan laporan arus kas
pada tahun 2016 dan 2017 vyaitu sebesar 77%, dengan demikian
pengungkapan laporan arus kas pada Pemerintah Kota Batu tidak
menambahkan atau mengurangi pos pos yang ada dalam neraca.

. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos pos yang disajikan dalam laporan realisasi
anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan
operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Catatan
atas laporan keuangan. Hasil indeks pengungkapan dalam catatan atas

laporan keuangan Pemerintah Kota Batu pada tahun 2016 sebesar 35%
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sedangkan pada tahun 2017 sebesar 25%, pengungkapan dalam catatan
atas laporan keuangan sudah mencakup informasi secara umum dasar
penyajian keuangan, ekonomi makro dan kebijakan keuangan, penjelasan
pos-pos laporan keuangan, penjelasan informasi non keuangan dan

kebijakan akuntansi yang digunakan.

4.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu

1. Varians Pendapatan (Revenue Varians)

Varians pendapatan dapat mencerminkan kinerja dalam pendapatan keuangan

Daerah, berikut varians pendapatan yang ada dalam Pemerintah Daerah Kota

Batu yaitu :
Tabel 4.7
Varians Pendapatan
Tahun Realisasi Anggaran Varians (Rp) \arians

(%)

2016 | 803.450.046.047,54 | 826.995.638.282,88 | (23.545.592.235,3) | -3

2017 | 849.443.727.270,06 | 859.991.508.077,69 | (10.547.780.807,6) | -1

Sumber :Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah
pada tahun 2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran
pendapatan daerah, selisin yang terdapat pada tahun 2016-2017 yakni Rp
23.545.592.235,3 atau -3% dan 10.547.780.807,6 atau -1%. Pada Selisih negatif
ini mencerminkan bahwa kurang optimalnya pemerintah dalam menggali dan

memungut potensi pendapatan daerah yang ada.
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2. Varians Pengeluaran (expenditure variance)

a. Varians Belanja Rutin

Anggaran belanja rutin yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan
yang sifatnya lancar dan terus menerusyang ada di Pemerintah Daerah Kota

Batu, sebagai berikut:

Tabel 4.8
Varians Belanja Rutin
Tahun Realisasi Anggaran Varians (Rp) \arians
(%)

2016 | 605.010.937.005,98 | 649.196.998.456,06 | (44.186.061.450,1) | -7

2017 | 585.016.175.525,85 | 683.194.211.946,49 | (98.178.036.420,6) | -14

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja rutin pada tahun
2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran daerah, selisih
yang terdapat pada tahun 2016-2017 yakni Rp 44.186.061.450,1 dan
98.178.036.420,6. Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya realisasi belanja yang
melebihi anggaran belanja, yang didalamnya terdapat belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dengan demikian
terjadi adanya efisiensi atau penghematan anggaran, pada tahu 2016 sebesar
44.186.061.450 atau 7% dari total APBD dan pada tahun 2017 sebesar
98.178.036.420 atau 14%. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari
persentase memang tidak begitu besar, namun jika dilihat dari nominalnya yang
cukup signifikan dan dapat dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik dalam

penghematan anggaran belanja.
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b. Varians Belanja Investasi/Modal (recurrent expenditure variance)

Belanja investasi/modal yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun
anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan Pemerintah, dan selanjutnya
akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan.

Berikut varians belanja investasi/modal Pemerintah Daerah Kota Batu:

Tabel 4.9
Varians Belanja Investasi/Modal
Tahun Anggaran Realisasi Varians (Rp) \Varians
(%)

2016 | 209.342.923.595,76 | 174.368.708.327,00 | (34.974.215.268,8) | -20

2017 |191.601.725.521,00 | 142.582.940.940,00 | (49.018.784.581) |-34/4

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja modal pada tahun
2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran daerah, selisih
yang terdapat pada tahun 2016-2017 vyakni Rp 34.974.215.268,8 dan
49.018.784.581. Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya realisasi belanja yang
melebihi anggaran belanja. Pada anggaran belanja investasi/modal Pemerintah
Kota Batu mengalami penurunan dan jika dilihat dari persentase varians belanja

investasi/modal mengalami peningkatan sebesar 14,4%

3. Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Rasio keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu dapat kita analisis dengan
menggunakan APBD yang ada di Pemerintah Kota Batu. Berikut rasio keuangan yang

diteliti:
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a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)

Rasio kemandirian keuangan daerah ini menunjukan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar
pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh

Pemerintah Daearh (Abdul Halim, 2012:232).

Tabel 4.10
Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%)
Rendah Sekali 0%-25%
Rendah 25%-50%
Sedang 50%-75%
Tinggi 75%-100%

Sumber : Kepmendagri N0.690.900.327 tahun 1996

Rasio kemandirian dapat kita analisis melalui pendapatan asli daerah
(PAD) periode 2016-2017 dibagi dengan bantuan pemerintah pusat dan
pinjaman pada periode 2016-2017. Maka hasil perhitungan rasio

kemandirian Daerah Kota Batu dapat dilihat pada table 4.6

Tabel 4.11
Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Kota Batu tahun 2016-2017
Tahun Pendapatan Asli Bantuan Pemerintah Rasio
Daerah (Rp) Pusat/Provinsi (Rp) | Kemandirian %
2016 109.533.498.033,54 1.580.120.000 69
2017 149.423.884.652,06 1.013.400.000 147

Sumber : Data diolah
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Berdasarkan table 4.11 dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian daerah
Kota Batu meningkat. Pada tahun 2016 mencapai tingkat yang baik, sedangkan
pada tahun 2017 tingkat kemandirian daerah Kota Batu mencapai tingkat yang

sangat baik.

b. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah
dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan
target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.  Berikut

pedoman persentase efektifitas keuangan daerah, melalui kepmendagri

N0.690.900.327
Tabel 4.12
Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah
Kriteria Efektivitas Persentase Efektifitas (%)

Sangat Efektif >100

Efektif >90 — 100
Cukup Efektif >80 — 90
Kurang Efektif >60 — 80
Tidak Efektif <60

Sumber :Kepmendagri N0.690.900.327 tahun 1996

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif
apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 100%. Rasio
efektivitas perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai oleh
Pemerintah Daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan
perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah
Daerah. Berikut pedoman penilaian tingkat efisiensi menurut kepmendagri

No. 690.900.327:
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Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan
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Kriteria Efisiensi

Persentase Efisiensi

100% keatas

Tidak Efisien

90%-100%

Kurang Efisien

80%-90%

Cukup Efisien

60%-80%

Efisien

Kurang dari 60%

Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri N0.690.900.327 tahun 1996

Berikut hasil perhitungan rasio Efektifitas Daerah Kota Batu dapat dilihat

pada table 4.9, dan rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel 4.10 :

Tabel 4.14

Perhitungan Rasio Efektifitas Daerah Kota Batu tahun 2016-2017

Tahun | Realisasi Penerimaan Target penerimaan Rasio
Pendapatan Asli PAD yang diterapkan | Efektifitas %
Daerah (Rp) Berdasarkan Potensi
Riil Daerah (Rp)
2016 109.533.498.033,54 117.751.331.260,21 93
2017 149.423.884.652,06 145.865.571.206,69 102

Sumber : Data diolah

Dalam data diatas Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan

Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD pada tahun 2016 efektif

sedangkan pada tahun 2017 sangat efektif.

Tabel 4.15
Perhitungan Raslo Efisiensi Daerah Kota Batu tahun 2016-2017
Tahun Biaya yang Realisasi Penerimaan Rasio
dikeluarkan untuk PAD (Rp) Efektifitas %
memungut PAD
(Rp)
2016 39.180.028.293 109.533.498.033,54 36
2017 51.021.281.139 149.423.884.652,06 34

Sumber : Data diolah
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Dalam tabel diatas bahwa efisiensi dalam melakukan pemungutan
pendapatan Pemerintah Daerah Kota Batu pada tahun 2016-2017 Rasio
dikatakan sangat efisiens, yang berarti Kkinerja dalam melakukan

pemungutan pendapatan sudah baik.

. Rasio Aktivitas

Rasio ini  mengambarkan bagaimana pemerintah daerah
memprioritaskan dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara
optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk
belanja rutin berarti persentase belanja modal yang digunakan cenderung
semakin kecil. Sampai saat ini belum adanya pedoman yang ideal tentang
besarnya rasio belanja rutin maupun rasio belanja modal, karena sangat
dipengaruhi oleh dinamika pembangunan dan kebutuhan investasi yang
diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Abdul Halim,
2012). Berikut analisis rasio belanja rutin dan belanja pembangunan
Pemerintah Kota Batu:

Tabel 4.16
Rasio Belanja Rutin terhadap PAD

Tahun | Total Belanja Rutin | Total Belanja Daerah | Rasio Belanja
(Rp) (Rp) Rutin %

2016 605.010.937.005,98 780.506.520.832,98 36

2017 585.016.175.525,85 728.420.680.465,85 34

Sumber : Data diolah

Berdasarkan table 4.11 bahwasannya persentase belanja rutin pada tahun

2016 sebesar 36% dan persentase 2017 34%. Berdasarkan persentase
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tersebut berarti belanja rutin pada Pemeritah Daerah Kota Batu tidak

terlalu besar dalam pengeluaran belanjanya.

Tabel 4.17

Rasio Belanja Pembangunan terhadap PAD

Tahun | Total Belanja Modal | Total Belanja Daerah | Rasio Belanja
(Rp) (Rp) Modal %

2016 174.368.708.327,00 780.506.520.832,98 22

2017 142.582.940.940,00 728.420.680.465,85 19

Sumber : Data diolah

Berdasarkan table 4.12 bahwasannya persentasi belanja pembangunan
pada tahun 2016 sebesar 22% sedangkan tahun 2017 sebesar 19%.
Melihat persentase tersebut yang berarti pada belanja pembangunan

Pemerintah Daerah tidaklah terlalu besar.

. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah
daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang
telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Untuk mengetahui
pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Batu maka harus menganalisis
dengan menggunakan rasio pertumbuhan, hasil perhitungan rasio

pertumbuhan Daerah Kota Batu yaitu:
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Tabel 4.18
Rasio Pertumbuhan Periode 2016
Tahun 2015 Tahun 2016 Rasio Pertumbuhan
Realisasi Realisasi (%)
725.754.996.854,34 109.553.498.033,54 (85)

Sumber : Data diolah
Sesuai rasio pertumbuhan diatas persentase pada tahun 2016

kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilannya dilihat dari persentase sebesar (85%) dapat diartikan

bahwa rasio pertumbuhannya itu tidak baik.

Tabel 4.19
Rasio Pertumbuhan Periode 2017
Tahun 2016 Tahun 2017 Rasio Pertumbuhan
Realisasi Realisasi (%)
109.553.498.033,54 149.423.884.652,06 36

Sumber : Data diolah

Berdasarkan rasio pertumbuhan yang diatas bahwa pada tahun 2017
kemampuan Pemerintah Daerah Kota Batu dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilannya dilihat dari persentase sebesar 36% dapat

diartikan bahwa rasio pertumbuhannya meningkat dari tahun sebelumnnya.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat dianalalisis sesuai dengan hasil

pembahasan yang telah dipaparkan, yaitu:

1. Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kurangnya transparansi laporan

keuangan yang ada di Pemerintah Kota Batu, dan kurang updatenya laporan
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keuangan yang ada dalam website Pemerintah Kota Batu. Hal tersebut bertolak

belakang dengan Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 58, yang menjelaskan tentang:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat.

Dalam Surat tersebut menjelaskan bahwasannya amanat harus disampaikan
kepada yang berhak menerimanya, sedangkan yang ada di Pemerintah Kota Batu
laporan keuangan tidak disampaikan begitu saja, harus mengajukan permohonan
terlebih dahulu, baik via online ataupun datang langsung ke Pemerintah Kota

Batu.

2. Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

Berdasarkan tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah
Daerah Kota Batu, dari item item yang harus diungkapkan dalam Laporan
Keuangan berdasarkan standar akuntansi Pemerintah menunjukan persentase yang
cukup baik, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan laporan
keuangan Pemerintah Kota Batu tergolong cukup luas dan sesuai dengan standar
akuntansi Pemerintah. Untuk penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Batu
telah mengungkapkan informasi mengenai nama, cakupan, periode pelaporan
secara jelas, dan dapat dilihat adanya keinginan oleh Pemerintah Daerah Kota
Batu untuk meningkatkan tingkat pengungkapannya. Berdasarkan tingkat
pengungkapan laporan keuangan Pemeritah Kota Batu sudah baik, maka peneliti

akan menganalisis varians pendapatan dan belanja.
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3. Varians Pengeluaran
1) Varians Pendapatan

Pendapatan asli daerah pada tahun 2016-2017 terjadinya selisih negatif antara
realisasi dan anggaran pendapatan daerah. Pada Selisih negatif ini mencerminkan
bahwa kurang optimalnya pemerintah dalam menggali dan memungut potensi
pendapatan daerah yang ada, dikarenakan kurangnya kinerja dalam pemungutan
tunggakan pendapatan pajak pengusaha hiburan di Pemerintah Kota Batu,
sehingga Pemerintah Daerah Kota Batu mengalami kebocoran anggaran di sektor
penerimaan pendapatan pajak hiburan, seharusnya Pemerintah Kota Batu bisa
mendapatkan pendapatan lebih besar dari anggaran karena menurut data yang
didapatkan dari MCW (Malang Corupption Witch) anggaran pendapatan pada
pajak hiburan sangat kecil jika dilihat dari potensi yang seharusnya didapatkan

oleh Pemerintah Kota Batu.

2) Varians Pengeluaran

a. Varians Belanja Rutin

Berdasarkan hasil =analisis dapat diketahui bahwa belanja rutin pada
tahun 2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran daerah.
Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran
belanja, yang didalamnya terdapat belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Dengan demikian terjadi adanya
efisiensi atau penghematan anggaran, pada tahun 2016 dari total APBD dan pada

tahun 2017. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentase memang
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tidak begitu besar, namun jika dilihat dari nominalnya yang cukup signifikan dan
dapat dikatakan memiliki Kinerja yang cukup baik dalam penghematan anggaran

belanja.

b. Varians Belanja Investasi/Modal

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa belanja modal pada
tahun 2016-2017 terjadinya selisih negatif antara realisasi dan anggaran daerah.
Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran
belanja. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentase memang tidak
begitu besar, namun jika dilihat dari nominalnya yang cukup signifikan dan dapat
dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik dalam penghematan anggaran belanja
modal sehingga menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) untuk

meningkatkan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Batu.

Dengan hasil varians belanja rutin yang lebih tinggi daripada varians
belanja investasi/modal dapat disimpulkan bahwa belanja rutin lebih
diprioritaskan daripada belanja modal. Hal ini bertolak belakang dengan Al-

Qur’an Surat Asy-Syu’ara ayat 181-184 yang menjelaskan :

” Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang
yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan
janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah
kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan
bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat
yang dahulu.

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh merugikan manusia dengan cara
memprioritaskan sesuatu, seharusnya kota Batu menyamaratakan anggaran

belanja, antara belanja rutin dengan belanja modal, karena belanja modal sangat
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dibutuhkan oleh Kota Batu dalam upaya pembangunan Kota Batu itu sendiri,

selain itu hasil dari belanja modal dapat dirasakan langsung oleh masyarakat

Pemerintah Kota Batu.

4. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil

yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat

diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kota

Batu, berikut merupakan rasio keuangan Kota Batu:

1)

2)

Rasio kemandirian dan kemampuan daerah

Hasil analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang
merupakan komponen utama pendapatan asli daerah yang akan digunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016
menunjukan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Batu
terhadap sumber dana eksternal (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi)
semakin rendah, sedangkan pada tahun 2017 menunjukan hubungan
delegatif artinya campur tangan dana ekternal (terutama Pemerintah Pusat
dan Provinsi) sudah tidak ada.

Hasil analisis tersebut maka dapat disimpilkan bahwa pada tahun 2016
menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan
PAD sudah baik, sedangkan pada tahun 2017 kemampuan Pemerintah
Daerah tidak efektif dalam merealisasikan PAD berdasarkan potensi riil

Daerah Kota Batu.
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Dengan hasil persentase dibawah 60% yang berarti rasio pemungutan
pendapatan Pemerintah Daerah Kota Batu dikatakan efisien, yang berarti
dalam pemungutan pendapatan Kota Batu telah sesuai dengan yang
dianggarkan.

Dari hasil persentase belanja rutin dan belanja pembangunan dapat
disimpulkan bahwa persentase dana yang dialokasikan untuk belanja
rutin lebih besar daripada persentase belanja modal/pembangunan. Maka
dalam Pemerintah Daerah Kota Batu adanya belanja yang diprioritaskan
oleh Kota Batu. Dan Pemerintah Daerah Kota Batu lebih
memprioritaskan belanja rutin daripada belanja modal, jika dilihat dari
nominal belanja rutin yang sangat besar daripada brlanja
modal/pembangunan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah
Daerah terhadap masyarakat sangat kurang.

Dari hasil persentase yang meningakat dari tahun sebelumnya, yang berarti
pertumbuhan Kota Batu pada tahun 2017 dapat dikatakan baik, dan
Pemerintah Daerah Kota Batu telah mampu meningkatkan

pertumbuhannya dari periode sebelumnya.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan

sebagai berikut:

1. Secara umum tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah
Kota Batu tergolong pengungkapan yang baik sehingga terdapat informasi
yang cukup luas. Namun transparansi laporan keuangan Pemerintah daerah
Kota Batu sendiri masih kurang, padahal menurut Nomor 14 tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik laporan keuangan suatu entitas wajib
untuk di publish. Kemampuan entitas untuk tidak mempublish laporan
keuangan mencerminkan bahwa kinerja keuangan sendiri menjadi tidak baik,
seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu.

2. Dilihat dari varians pendapatan daerah kota Batu selama periode 2016-2017,
secara umum dapat dikatakan kurang baik karena kurangnya pengoptimalan
Pemerintah dalam menggali dan memungut potensi pendapatan Daerah yang
ada di Pemerintah Kota Batu, dan jika dilihat dari varians pengeluaran daerah
periode 2016-2017, dapat dikatakan bahwa belanja rutin lebih diprioritaskan
daripada belanja modal/investasi, seharusnya yang harus lebih dipriotaskan

adalah belanja modal/investasi, karena belanja modal/investasi itu

89
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sendiri mencakup tentang pembangunan Pemerintah Kota Batu yang dapat
dirasakan langsung oleh masyarakat.

3. Dilihat dari rasio kemandiaran keuangan Daerah dapat dikatakan sangat baik
karena hubungan delegatif antara pusat Pemerintahan Daerah dan
pemerintahan pusat sangat rendah, dilihat dari rasio efektifitas daerah kota
Batu dalam merealisasikan PAD tahun 2017 sangat efektif, dilihat dari rasio
efisiensi dalam melakukan pemungutan daerah kota Batu tahun 2016-2017
dapat dikatakan sangat efisien, dilihat dari rasio belanja rutin terhadap PAD
Pemerintah Daerah Kota Batu periode 2016-2017 dapat dikatakan baik,
dilihat dari rasio belanja pembangunan terhadap PAD 2016-2017 dikatakan
kurang baik karena dalam pembangunan pemerintah kota Batu masih
lambat,dan mengalami penurunan, dan jika dilihat dari rasio pertumbuhan
Pemerintah Kota Batu dapat dikatakan baik karena rasio pertumbuhannya

meningkat dari tahun sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan peneliti adalah sebagai

berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama diharapkan
lebih mendalam dalam melakukan analisis, karena dalam melakukan
penelitian ini, peneliti mengalami keterbatan bahwa penelitian ini hanya

menggali sampai tahap apakah informasi pengungkapan yang ada di PP 71
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Tahun 2010 sudah diungkapkan atau sudah dipatuhi oleh masing-masing
Daerah.

. Untuk Pemerintah Kota Batu, berkaitan dengan jumlah target pendapatan
pajak hiburan disarankan untuk ditingkatkan sehingga belanja potensi
pendapatan daerah juga meningkat. Selanjutnya, meningkatkan belanja modal

untuk pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat.
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Lampiran 1

NERACA PEMERINTAH
KOTA BATU
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015 dalai Raplab
Uraian Ref 2016 2015
ASET 53.1
ASET LANCAR 53.1.a
Kas di Kas Daerah 5.3.1a.l 70,003,101,037.63 89,497,859,098.45
Kas di Bendahara Penerimaan 1,697,000.00 0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran 0.00 209,560,710.00
Kas di BLUD 0.00 0.00
Kas Lainnya 0.00 0.00
Setara Kas 0.00 0.00
Kas di Bendahara FKTP 2,250,924,952.17 1,994,366,969.79
Kas di Bendahara BOS 1,070,592,314.53 0.00
Investasi Jangka Pendek 0.00 0.00
Piutang Pajak o Py g 56,804,785,808.68 53,109,156,526.68
Piutang Retribusi 763,537,667.00 555,096,782.00
Penyisihan Piutang (41,849,998,817.83) (30.347,890,881.72)
Belanja Dibayar Dimuka 53.1.a3 1,925,766,544.08 1.,481,629,337.95
Piutang Dana Bagi Hasil 15,079,542,299.00 4,718,074,894.00
Piutang Lainnya 4,712,042,661.43 4,499,997,863.00
Persediaan 53.1.a4 5,327,430,097.99 3.901,719,963.62
JUMLAH ASET LANCAR 116,089,421,564.69 129,619,571,263.77
INVESTASI JANGKA PANJANG 53.1.b
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya 0.00 0.00
Investasi dalam Obligasi 0.00 0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan 0.00 0.00
Dana Bergulir 0.00 0.00
Deposito Jangka Panjang 0.00 0.00
Investasi Non Permanen Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 0.00 0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 22,760,573,286.00 20,739,238,214.00
Investasi Permanen Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 22,760,573,286.00 20,739,238,214.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 22,760,573,286.00 20,739,238,214.00
ASET TETAP 5:3.1.¢
Tanah 5.3:1.c.1 552,810,090,125.00 210,138,666,680.00
Peralatan dan Mesin 5.3.1.c.2 279,140,403,200.58 200,185,518,042.78
Gedung dan Bangunan 5.3.1.¢c.3 466,193,176,660.56 503,364,079,934.20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.3.1.c4 491,109:599,326.38 393,572,361,536.00
Aset Tetap Lainnya 531lca 33,761,503,980.25 32.423,201,667.25
Konstruksi Dalam Pengerjaan 5.3.1.c.6 45,478,404,069.84 5,923,490,381.84
Akumulasi Penyusutan 53.1.c.7 (407,460,631,802.01) (329,540,822,806.74)
JUMLAH ASET TETAP 1,461,032,545,560.60 1,016,566,495,435.33
DANA CADANGAN
Dana Cadangan 0.00 0.00
JUMLAH DANA CADANGAN 0.00 0.00
ASET LAINNYA 5.3.1.d
Tuntutan Ganti Rugi 5.3.1.d.1 378,433,000.00 31,050,000.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0.00 0.00
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Uraian Ref 2016 2015
Aset Tidak Berwujud 5.3.1.d.2 3,762,710,027.00 3,367,029,127.00
Aset Lain-lain 53.1d.3 49,087,850,632.21 50,883,941,532.15
Amortisasi Aset Tidak Berwujud 53.1.d4 (1,655,069,380.00) (1,400,344,500.00)
JUMLAH ASET LAINNYA 51,573,924,279.21 52,881,676,159.15
JUMLAH ASET 1,651,456,464,690.50 1,219,806,981,072.25
KEWAJIBAN 53.2
KEWAIJIBAN JANGKA PENDEK 53.2.a
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0.00 0.00
Utang Bunga 0.00 0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Paniang 0.00 0.00
Pendapatan Diterima Dimuka 132,583,333.33 24,250,000.00
Utang Belanja 24,816,000.00 12,199,817,864.00
Utang Jangka Pendek Lainnya 778,374,472.00 5,726,795,098.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 935,773,805.33 17,950,862,962.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri 0.00 0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN 935,773,805.33 17,950,862,962.00
EKUITAS
EKUITAS 533 1,650,520,690,885.16 1,201,856,118,110.27
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1,651,456,464,690.50 1,219,806,981,072.27

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini
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NERACA
PEMERINTAH KOTA BATU
Per 31 Desember 2017 dan 2016
Uraian 2017 2016
ASET
ASET
Kas di Kas Daerah 135,810,562,710.66 70,003,101,037.63
Kas di Bendahara Penerimaan 2,052,209.00 1,697,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran 1,570,322.00 0.00
Kas di BLUD 0.00 0.00
Kas Lainnya 0.00 0.00
Setara Kas 0.00 0.00
Kas df Bendahara Dana Bergulir 21,122,014.15 0.00
Kas di Bendahara FKTP 2,333,749,840.73 2,250,924,952.17
Kas di Bendahara BOS 101,410,126.74 1,070,592,314.53
Investasi Jangka Pendek 0.00 0.00
Piutang Pajak 65,403,985,323.00 56,804,785,808.
Piutang Retribusi 709,770,542.00 763,537,667.00
Penyisihan Piutang (45,067,722,900.82) (41,849,998,817.83)
Belanja Dibayar Dimuka 197,554,580.27 1,925,766,544.08
Piutang Dana Bagi Hasil 14,851,222,679.00 15,079,542,299.00
Piutang Lainnya 2,629,158,750.00 4,712,042,661.43
Persediaan 4,138,563,937.09 5,327,430,097.99
JUMLAH ASET LANCAR
INVESTASI JANGKA PANJANG 181,133,000,133.82 116,089,421,564.69
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Investasi dalam Obligasi 0.00 0.00
Investasi dalam Proyek Pembangunan 0.00 0.00
Dana Bergulir 0.00 0.00
Deposito Jangka Panjang 0.00 0.00
Investasi Non Permanen Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen 0.00 0.00
Investasi Jangka Panjang Permanen 0.00 0.00
Penyetta_an Modal Pemeﬂntah Daerah
Investasi Permanen Lainnya 26,800,573,286.00 22,760,573,286.00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen 0.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 26,800,573,286.00 22,760,573,286.00
b 26,800,573,286.00 32,760,573,286.00
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan 533,274,119,946.00 552,810,090,125.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 315,181,028,363.58 279,140,403,200.58
Aset Tetap Lainnya 500,784,122,409.56 466,193,176,660.56
Konstruksi Dalam Pengerjaan 537,403,046,050.38 491,109,599,326.38
Akumulasi Penyusutan 33,552,287,670.25 3;,761,503,%.5
23,815,382,150.84 45,478,404,069.
JUMLAH ASET TETAP i gt i Bt
DANA CADANGAN (465,984,987,747.42) (407,460,631,802.01)
Dana Cadangan 1,478,024,998,843.19 1,461,032,545,560.60
JUMLAH DANA CADANGAN
ASET LAINNYA 0.00 0.00
Tuntutan Ganti Rugi 0.00 0.00
Kemitraan jengan Pihak Ketiga
L 361,733,000.00 378,433,000.00
ain-lain 0.00 0.00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud i ;
13,628,876,471.00 3,762,710,027.00
JUMLAH ASET LAINNYA 37,539,269,245.22 49,087,850,632.21
JUMLAH ASET (5,559,337,501.86) (1,655,069,380.00)
45,970,541,214.36 51,573,924,279.21
1,731,929,113,477.37 1,651,456,464,690.50
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Uraian 2017 2016
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0.00 0.00
Utang Bunga 0.00 0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0.00 0.00
Pendapatan Diterima Dimuka 80,666,666.66 132,583,333.33
Utang Belanja 7,115,394,255.00 24,816,000.00
i &h;'ng Jangka Pendek LaimK'tAyamm 2,925,156,011.00 778,374,472.00
KEWAJIBANK!JWAN”GKAINP JANG 10,121,216,932.66 935,773,805.33
Utang Dalam Negeri 0.00 0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG . oo .00
EKUITAS JUMLAH KEWATIBAN 10,121,216,932.66 935,773,805.33
EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

1,721,807,896,544.71

1,650,520,690,885.16

1,731,929,113,477.37

1,651,456,464,690.50

WALIKOTA BATU

DEWANTI RUMPOKO

ARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Lampiran 2

&Ira mars,
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BATU
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015
URAIAN Ref ANGGARAN 2016 REALISASI 2016 (%) REALISASI 2015

T T — e — — —
PENDAPATAN - LRA 5.1.1 826,995,638,282.88 |  803,450,046,047.54 | 9715 |  725,754,996,854.34
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 5.1.1a 117,751,331,260.21 |  109,533,498,033.54 | 93.02 |  104,233,584,925.34
Pendapatan Pajak Daersh - LRA 5.1.1al 94,100,000,000.00 88,757,389,919.00 | 94.32 83,692,699,934.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 5.1.1a2 7,315,388,400.00 5,855,560,775.00 | 80.04 5,209,867,148.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA |5.1.1.2.3 2,152,462,133.00 2,152,462,133.00 | 100.00 2,177,429,333.26
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 5.1.1a4 14,183,480,727.21 12,768,085,206.54 | 90.02 13,153,588,510.08
PENDAPATAN TRANSFER - LRA 5..1b 709,244,307,022.67 693,263,750,014.00 | 97,75 621,521,411,929.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA S.1.1b4| 636,897,400,000,00 624,840,719,033.00 | 98.11 503,746,629,211.00
Bagi Hasil Pajak - LRA 31,015,373,000.00 32,435,023,935.00 | 104.58 13,596,894,547.00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 26,835,568,000,00 18,882,063,346.00 | 70.36 35,615,656,664.00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 480,460,016,000.00 480,460,016,000.00 | 100.00 413.219.693,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 0.00 0.00 0.00 38,793,240,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan P3K2 - LRA 0.00 0.00 0.00 2,521,145,000.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA 22,159,816,000.00 17,207,864,000.00 | 7765 0.00
Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (IPD) - LRA 44,101,167,000.00 44,101,166,752.00 | 100.00 0.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA 32,325,460,000.00 31,754,585,000.00 | 9823 0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 5.1.1b2 14,572,714,000.00 000| 000 62,659,864,000.00
Dana Penyesuaian - LRA 14,572,714,000.00 000 | 000 62,659,864,000.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 5.1.1.b.3 55,963,173,022.67 66,842,910,981.00 | 119.44 53,169,725,718.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 55,963,173,022.67 66,842,910,981.00 | 119.44 53,169,725,718.00
Bantuan Keuangan - LRA 5.1.1b4 1,811,020,000.00 1,580,120,000.00 | 87.25 1,945,193,000.00
Bantusn K cuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA 1,811,020,000.00 1,580,120,000.00 | 87.25 1,945,193,000.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 0.00 652,798,000.00 0.00 0.00
Pendapaten Lainnya - LRA 5.1.1¢ 0.00 652,798,000.00 0.00 0.00
|BELANJA 5.12 859,790,122,051.82 |  780,506,520,832.98 | 90.78 |  797,294,924,728.00
BELANJA OPERASI 5.12a 649,196,998,456.06 |  605,010,937,005.98 | 93.19 514,622,085,566.00
Belanja Pegawai 512al|  323221,952,453.94 | 308,088,979,621.00 | 9532 | 279,791,171,091.00
Belanja Barang dan Jasa 5.1.282|  239,134,104,002.12 198,828,565.414.98 | 83.15 147,571,270,561.00
Belanja Hibah 5.12.a3 76,909,451,400.00 90,188,121,331.00 | 117.27 72,101,770,068.00
Belanja Bantuan Sosial 5.12.a4 9,931,490,600.00 7,905,270,639.00 | 79.60 15,157,874,146.00
BELANJA MODAL 5126 209,342,923,595.76 174,368,708,327.00 | 8329 |  281,882,302,047.00
Belanja Modal Tanah 2,076,500,000.00 1,908,720,000.00 | 91.92 6,417,070,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69,739,848,467.76 54,627,097,555.00 | 7833 21,941,586,044.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 62,090,898,011.00 47,452,603,915.00 | 76.42 186,782,755,336.00
Belanja Modal Jalan,.Irigasi dan Jaringan 73,251,311,117.00 68,385,857,557.00 | 93.36 64,285,639,225.00
Belanja Modal Asct Tetap Lainnya * 978,461,000.00 887,597,400.00 | 90.71 2,435,251,442.00
Belanja Modal Aset Lainnya 1,205,905,000.00 1,106,831,900.00 | 91.78 0.00
BELANJA TAK TERDUGA 5.12¢ 1,250,200,000.00 1,126,875,500.00 | 90.14 790,536,515.00
Belanja Tak Terduga 1,250,200,000.00 1,126,875,500.00 | 90.14 790,536,815.00
TRANSFER 5.124 55,697,742,299.30 39,180,028,293.00 | 7034 22,456,151,759.00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 51241 8,156,890,439.10 8,156,890,439.00 | 100.00 0.00
Transfer Bagi Hasil Pajak Dacrah 7,500,000,000.00 7.500,000,00000 | 100.00 0.00
Trensfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 656,890,439.10 £56,890,439.00 | 100.00 0.00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 5.12d.2 47,540,851,860.20 31,023,137,854.00 | 6526 22,456,151,759.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 46,861,065,660.20 30,343,351,654.00 | 64.75 21,776,365,559.00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 679,786,200.00 679,786,200.00 | 100.00 679,786,200.00
SURPLUS / (DEFISIT) (88,492,226,068.24) (16,236,503,078.44)| 1835 (93,996,079,632.66)

PEMBIAYAAN 5.13
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.13a 91,492,226,068.24 91,492,226,068.24 | 100.00 |  185,488,305,700,90
Penggunaan SiLPA 91,492,226,068.24 91,492,226,068.24 | 100.00 [ 185,488 305,700.90
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.13b 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 | 100.00 0.00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Dacrah 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 | 100.00 0.00
PEMBIAYAAN NETTO 5.14 88,492,226,068.24 88,492,226,068.24 | 100.00 |  185,488,305,700.90
|SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0.00 72,255,722,989.80 | 0.00 91,492,226,068.24
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Lampiran 3

| KOTA BATU

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KOTA BATU

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016 dan 2015

dalam Rupish
Uraian Ref 2016 2015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 5.5.1
ARUS KAS MASUK
Penerimaan Pajak Daerah 88.757,389,919.00 83,692,699.934.00
Penerimaan Retribusi Daerah 5,855,560,775.00 5,209.867,148.00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2,152,462,133.00 2,177,429,333.26
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 12,768.085,206.54 13.154,530,181.08
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 32,435,023,935.00 13.596,894,547.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 18.882.063,346.00 35.615,656,664.00
Penerimaan Dana Alokasi Umum 480,460,016,000.00 413,219,693,000.00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus 93,063,615,752.00 41,214,385,000.00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 66,842,910,981.00 53.168,784,047.00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 0.00 0.00
Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0.00 62,659,864,000.00
Penerimam'l Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah 1.580.120,000.00 1.945,193,000.00
Daerah Lainnya
Penerimaan |,‘dil]l\)8 652,798.00000 0.00
JUMLAH ARUS KAS MASUK 803,450,046,047.54 725.754,996,854.34
ARUS KAS KELUAR
Pembayaran Pecgawai 308,088.979,621.00 266.699,200,977.00
Pembayaran Hibah 74,336,957,800.00 54.519,247,496.00
Pembayaran Bantuan Sosial 7.370,914,749.00 15,157,874,146.00
Pembayaran Bantuan Keuangan 679,786,200.00 679,786,200.00
Pembayaran Tidak Terduga 1,126,875,500.00 790,536,815.00
Pembayaran Barang dan Jasa 215,214,084,835.98 178,245,763,247.00
Transfer Ke Desa 38.500,242,093.00 21.776,365,559.00
JUMLAH ARUS KAS KELUAR 645.317,840,798.98 537.868,774.440.00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 158,132,205,248.56 187,886,222,414.34
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 55.2
ARUS KAS MASUK
Penjualan Tanah 0.00 0.00
Penjualan Peralatan dan Mesin 0.00 0.00
Penjualan Gedung dan Bangunan 0.00 0.00
Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan 0.00 0.00
Penjualan Aset Tetap Lainnya 0.00 0.00
JUMLAH ARUS KAS MASUK 0.00 0.00
ARUS KAS KELUAR
Perolehan Tanah 1,908,720,000.00 6,437,070,000.00
Perolehan Peralatan dan Mesin 54,627,097,555.00 21,941,586,044.00
Perolehan Gedung dan Bangunan 47,452,603,915.00 186.782,755,336.00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 68.385.857.557.00 64,285,639,225.00
Perolehan Aset Tetap Lainnya 887,597.400.00 2,435,251,442.00
Belanja Modal Aset Lainnya 1,106,831,900.00
|JUMLAH ARUS KAS KELUAKR 174,308,7—08,327.00 281,882,302,047.00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (174,368,708,327.00) (281,882,302,047.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 5.5.3
ARUS KAS MASUK
Penggunaan SILPA 0.00 0.00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0.00 0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0.00 0.00
JUMLAH ARUS KAS MASUK 0.00 0.00
ARUS KAS KELUAR
Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3,000,000,000.00 0.00
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Uraian Ref 2016 2015
Pemba Pokok Utan; 0.00 0.00
|JUMLAH ARUS KAS KELUAR 3,000,000,000.00 0.
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (3,000,000,000.00) 0.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 554
ARUS KAS MASUK L
Penerimaan Perhi Fihak Keti 60,401,688,255.00 70,342,897,554.00¢T)
JUMLAH ARUS KAS MASUK 60,401,688,255.00 70,342,897,554.00,
ARUS KAS KELUAR
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 60,401,688,255.00 70,342,897,554.0(t:
Sisa Kas Di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan 0.00
JUMILAH ARUS KAS KELUAR 60.401.688.255.00 70,342,897,554.
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS 0.00 0.
KENAIKAN / (PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMA
PERIODE (19,236,503,078.44) (93,996,079,632_
Saldo Awal Kas %h BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di 90.559.053.068.24 184,555,132,700.
Bendahara Penerimaan
Saldo Akhir Kas ‘d) BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di 761004.798.037.63 90,559,053,068.2
Bendahara Penerimaan
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN 2,250,924,952.17 933,173,000.
Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS 2016 1,070,592,314.53 0.
Saldo Akhir Kas 73.326,315,304.33 91,492,226,068.2

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan keuangan ini
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KOTA BATU

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KOTA BATU

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

No Uraian 2017 2016
1 |ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
2 ARUS KAS MASUK
3  |Penerimaan Pajak Daerah 113,854,910,066.00 88,757,389,919.00
4  |Penerimaan Retribusi Daerah 4,899,198,825.00 5,855,560,775.00
5 [T o NN Kanaey e 2,360,797,996.69 2,152,462,133.00
Dipisahkan
6 Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 28,308,977,764.37 12,768,085,206.54
7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 26,856,622,417.00 32,435,023,935.00
8 |Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 16,589,173,725.00 18,882,063,346.00
9 |Penerimaan Dana Alokasi Umum 474,779,517,000.00 480,460,016,000.00
10 |Penerimaan Dana Alokasi Khusus 71,395,297,832.00 93,063,615,752.00
11 |Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 83,033,220,644.00 66,842,910,981.00
12 |Penerimaan Bagi Hasil Lainnya -
13 |Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 26,352,611,000.00 -
Penerimaan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau
14 Pegikripiah Daersh Lsinrwa 1,013,400,000.00 1,580,120,000.00
15 |Penerimaan Lainnya - 652,798,000.00
16 [JUMLAH ARUS KAS MASUK 849,443,727,270.06 803,450,046,047.54
17 |ARUS KAS KELUAR
18 |Pembayaran Pegawai 286,693,806,165.00 308,088,979,621.00
19 |Pembayaran Hibah 77,758,411,850.00 74,336,957,800.00
20 |Pembayaran Bantuan Sosial 10,198,147,596.00 7,370,914,749.00
21 |Pembayaran Bantuan Keuangan 679,773,800.00 679,786,200.00
22 |Pembayaran Tidak Terduga 821,564,000.00 1,126,875,500.00
23 |Pembayaran Barang dan Jasa 210,365,809,914.85 215,214,084,835.98
24  |Transfer Ke Desa 50,341,507,339.00 38,500,242,093.00
25 |JUMLAH ARUS KAS KELUAR 636,859,020,664.85 645,317,840,798.98
26 |ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 212,584,706,605.21 158,132,205,248.56
27 |ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
28 |ARUS KAS MASUK
29 |Penjualan Tanah - -
30 |Penjualan Peralatan dan Mesin - -
31 |Penjualan Gedung dan Bangunan - -
32 |Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
33 |Penjualan Aset Tetap Lainnya L =
34 |JUMLAH ARUS KAS MASUK - -
35 |ARUS KAS KELUAR
36 |Perolehan Tanah - 1,908,720,000.00
37 |Perolehan Peralatan dan Mesin 59,630,021,824.00 54,627,097,555.00
38 |Perolehan Gedung dan Bangunan 44,634,635,614.00 47,452,603,915.00
39 |Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 36,142,669,300.00 | 68,385,857,557.00
40 |Perolehan Aset Tetap Lainnya 479,589,000.00 | 887,597,400.00
Beianja Modai Aset Lainnya _1,696,025,202.00 1,106,831,900.00
41 |JUMLAH ARUS KAS KELUAR 142,582,940,940.00 174,368,708,327.00
42 |ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (142,582,940,940.00)| (174,368,708,327.00)|
43 |ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
44 |ARUS KAS MASUK
45 |Penggunaan SILPA > -
46 |Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - -
47 |Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - -
48 |JUMLAH ARUS KAS MASUK - -
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OF MALANG

No Uraian 2017 2016

49 |ARUS KAS KELUAR

50 |Pembentukan Dana Cadangan -

51 |Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4,040,000,000.00 3,000,000,000.0D=

52 |Pembayaran Pokok Utang =

53 [JUMLAH ARUS KAS KELUAR 4,040,000,000.00 3,000,000,000.(5

54 |ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (4,040,000,000.00) (3,000,000,000.00)

55 |ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS ;

56 |ARUS KAS MASUK =

57 |Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 52,206,626,199.81 60,401,688,255.00”

58 |JUMLAH ARUS KAS MASUK 52,206,626,199.81 60,401,688,255.08~

59 |ARUS KAS KELUAR

60 |Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 52,206,626,199.81 60,401,688,255.00)

61 |Sisa Kas Di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan E

62 |JUMLAH ARUS KAS KELUAR 52,206,626,199.81 50,401,688,255.(5!

63 |ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS b )
TRANSITORIS n

64 g’;‘l‘gg;" / (PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMA 65,961,765,665.21 (19,236,503,078.48)|
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & o

' 7 ,701,558.07 X

o Py, o i el 2,308,701,558.0 90,559,053,068.241
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran

66 | Whe'ch Badinars: Perieriitann 138,270,467,223.28 70,004,798,037.6%)

67 |Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN 2,250,924,952.15

68 |Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS 2016 1,070,592,314.

69 |Saldo Akhir Kas 138,270,467,223.28 73,326,315,304.33=

WALIKOTA BATU

DEWANTI RUMPOKO
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Lampiran 4

HASIL WAWANCARA

ANALISIS TINGKAT PENGUGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DALAM
PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BATU

Wawancara 1

Dengan Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengembangan Kebijakan dan Sistem

Akuntansi
Informan
Jabatan

: Dicky Hartawan, S.E
: Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengembangan Kebijakan dan

Sistem Akuntansi

Peneliti:

Informan :

Peneliti:

Informan :

Peneliti:

Informan :

Peneliti:

Informan :

Peneliti:

Informan :
Peneliti:

Informan :

Bagaimana Struktur Organisasi Kota Batu?

Dalam  struktural ~Pemerintah Kota Batu menggunakan
Desentralisasi, karena Pemerintah Kota Batu puna kebijakan
sendiri

Apakah tugas wewenang dilaksanakan sesuai dengan job desknya
masing masing?

lya, tugas tugasnya diemban berdasarkan job desknya masing-
masing

Apakah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang
sudah disusun oleh manajer?

lya, setiap setahun sekali laporan keuangan Pemerintah Kota Batu
selalu di cek oleh auditor. Ini kemarin bulan Mei laporan keuangan
Pemerintah Kota Batu baru selesai di audit, dan mendapatkan opini
wajar tanpa pengecualian

Apakah dengan opini wajar tanpa pengecualian tersebut
pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu dikatakan
baik?

lya mba, Karena pencatatan laporan keuangan Pemerintah Kota
Batu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku mba

Apakah ada peraturan yang mengatur tentang pengungkapan
laporan keuangan Kota Batu?

Jelas ada

Peraturan yang mengatur tentang pengungkapan laporan keuangan
tersebut menggunakan peraturan apa?

Dalam pencatatan laporan keuangan Kota Batu menggunakan
pedoman PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi Pemerintah
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Wawancara 2
Dengan Kepala Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Pembiayaan

Informan : Dewi Islamiati, S.E., MM
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Pembiayaan
Peneliti: Bagaimana penempatan kerja Pemerintah Kota Batu yang ibu

ketahui, apakah semua penempatan kerja sesuai dengan skil yang
mereka miliki?

Informan:  Ada beberapa penempatan kerja yang tidak sesuai dengan skilnya,
tetapi kami mengadakan pelatihan

Peneliti: Pelatihan yang dimaksud ini seperti apa?

Informan : Pelatihan yang sesuai dengan bagiannya, andaikan dia dibagian

pertanian, tapi dia tidak bisa bercocok tanam, maka disini
mengadakan pelatihan tentang bercocok tanam

Peneliti: Bagaimana dengan transparansi Pemerintah Kota Batu?

Informan: Ya untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Batu disini terbuka

Peneliti: Terkait dengan laporan keuangan yang ada di website Pemerintah
Kota Batu kenapa tidak bisa di download seperti biasa?

Informan: Terkait itu memang Pemerintah Kota Batu memiliki kebijakan

sendiri mba, Pemerintah Kota Batu menerapkan Undang-Undang
14 tahun 2008 dimana jika ingin meminta laporan keuangan harus
mengajukan permohonan terlebih dahulu dengan melampirkan
KTP

Peneliti: Kenapa laporan keuangan Pemerintah Kota Batu yang ada di
website tidak update, yang saya lihat di website hanya ada laporan
realisasi anggaran saja dan itupun tahun 2014?

Informan: lya kemarin kami masih pembaruan sistem, dan data laporan
keuangan yang dapat di publikasikan sudah dipinta oleh bagian
informasi

Wawancara 3
Dengan Sekretaris Malang Corruption Watch (MCW)

Informan : Bayu Diktiarsa

Jabatan : Sekretaris Malang Corruption Watch (MCW)

Peneliti: Bagaimana pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kota Batu
yang Mas ketahui?

Informan : Kalau pengungkapan laporan keuangannya mereka memang bagus,

tapi transaksi yang dilakukan mereka tidak selalu benar, dan dalam
menganggarkan pendapatannya pun mereka kurang
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Peneliti:

Informan :

Yang dimaksud transaksi yang dialkukan tidak selalu benar itu
maksudnya seperti apa? Dan kenapa anggaran pendapatan mereka
kurang?

Ya pokoknya transaksinya mereka tidak selalu benar, yang
dimaksud anggaran pendapatan mereka kurang bagus itu, potensi
pendapatan pajak hiburan mereka itu di atas Rp. 20.000.000, tetapi
mereka selalu menganggarkan dibawah Rp. 15.000.000. Padahal
jika mereka menganggarkan diatas Rp. 20.000.000 pendapatan
mereka akan meningkat.



Lampiran 5

Nama Lengkap
Tempat, tanggal lahir
Alamat Asal

Alamat Kos
Telepon/Hp
E-Mail

Pendidikan Formal

2002-2008
2008-2011
2011-2014
2014-2018

Pendidikan Non Formal

2014-2015

2014-2015

2015

Pengalaman Organisasi

BIODATA PENELITI

: Nurlaelah
: Malang, 13 Juni 1996
: Kp. Sukaseuri RT 12 RW 05, Des. Sarimulya,

Kec. Kotabaru, Karawang

: JI. Joyosuko Metro Merjosari, Lowokwaru Malang
: 0838-1568-8444
: ella.nurlaelal32@gmail.com

: SDN Sarimulya Il

: SMPN 1 Kota Baru

: SMAN 2 Cikampek

. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

: Program Ma’had Sunan Ampel Al-Ali UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang

. Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang

. English Language Center (ELC) UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang

e Sie. Jurnalistik HMJ Akuntansi Periode 2015

e Sekretaris HMJ Akuntansi Periode 2016

e Sekretaris DEMA Fakultas Ekonomi Periode 2017
e Anggota PMII Ekonomi Moch. Hatta

Aktivitas dan Pelatihan

e Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK)
Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK)
Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
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Peserta pelatihan manasik haji Ma’had Sunan Ampel Al Ali UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Peserta Accounting Study Club “Akuntansi Syariah Filosofis dan
Implementasi” Tahun 2015

Peserta Kuliah Tamu “Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi
Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia” Tahun 2015

Peserta Seminar “Tantangan Akuntan Menghadapi MEA” Tahun 2015
Panitia “Accounting Gathering” Tahun 2015

Peserta Pengabdian Masyarakat Berbasis Masjid Posdaya UIN Malang
2016

Panitia Kuliah Tamu dan Accounting Study Club “Kombinasi Bisnis
Syariah” Tahun 2016

Panitia Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK)
Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015-2017
Panitia Economy Festival Tahun 2017

Malang. 27 Juni 2018

Nurlaelah
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Lampiran 6
BUKTI KONSULTASI
Nama : Nurlaelah
NIM/Jurusan : 14520134/ Akuntansi
Pembimbing  : Sri Andriani, SE., M.Si
Judul Skripsi Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam
Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batu
No. Tanggal Materi Konsultasi Tanda Tangan Pembimbing
I. | 4 Oktober 2017 Pengajuan Qutline A
2. | 8 Januari 2018 Konsultasi Proposal /\
3. | 31 Januari 2018 Revisi Proposal /\ :
4. | 09 Januari 2018 Revisi Proposal ﬁ
5 | 28 Februari 2018 | ACC Proposal A
6 | 14 Mei 2018 Konsultasi Bab I-1V /AX
7 |30 Mei2018 Konsultasi Bab I-IV 7\
8 | 4Juni2018 Konsultasi Bab 1-V A
9. | 5Juni 2018 Revisi Bab V /\
10. | 6 Juni 2018 Acc Keseluruhan A

Malang, 26 Juni 2018

Men getahui:
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